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* SALINAN

PRESIDEN
AEPUBLIK INDOMESIA

UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tenaga keschatan an penling

untuk meningkation keschatan
yang, maksimal kepada agar masyorakat
mampu untuk sadaran, kemausn,
dan kemam schingga akan terwujud
derajat setinggi-tingginya  sebagal
inveatas sumber days manusis

sosial dan ekonomi serta schagal
kesgjahteraan umum sebagaimana
Pembukaan Undang-Undang Dasar
N biik Indonesia Tahun 1945;

b, wa keschatan sebagai hak asasi manusia harus
\d:lwujudhn dalam bentuk pemberian  berbagai

Q sclayanan keschaian kepada seluruh masyarakal
melalul penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang
menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Dasrah, dan

masyarakar  mecamn terarah, lerpadu dan
berkesinambungan, edil don merata, serta aman.
berkualitas, dan terjangkau oleh masywrakat;

C. buhwa .
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REPUBLIK INDONESIA
..

c. bahwa penyelengguraan upoys kesehsien sy,
dilalukan oleh tenags kesehatan yang bBertanggr .,
jawab, yang memilili etk dan moral yang tog
keahlian, dan kewenangan yang secars terus mener,
harus ditingkatkan mutunya melalul pencidiksn cun

mengenai tenaga kesehatan terlmit dergas
kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan,
. ditn pengawasan mutu tensga keschatan:

ricbar delam berbagal peraturan peruncan-

\ undangan dan belum menampung keburuhan hukes
masynrakal schingga perfu dibentuk undang-undang
tersendirl yang mengatur tenags keschamn secars
komprehenaif;

bahwa berdasarkan pertimbangan  scbagaimers
dimaksud dalam huruf a, burul b, hural ¢, huruf =

dun hurul e, perlu membentuk Undang-Undang
lertang Tenagn Kesehatsn,
Mrr I. Pusul 5 ayat [1), Pasal 20, Pasal 281 ayar '1], dan Pasal

34 uwyat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubis
Indem«nia Tahun [945;

—y

2. Undang-Uncang

--F
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 - (entang
Hesehatan [Lembarnn Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5063);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN BRAKYAT REPUBLIK [N
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDOD
MEMUTLUEKA

Menetnpkan : UNDANG-UNDANG (] AGA KESEHATAN,

A UM

1

)

ndang Inl yang dimaksud dengan:
L schatan  adalash scling orang yang
ikan diri dalam bidang keschatan serta
iki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang keschatan yang untuk jenis

tertenty memeriukan kewenangan untull melalukan
Q upayn keschatan.
2.

Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang keschatan serta
memiliki pengetahuan dan/atay keterampilan melalui
pendidiknn  bidang  keschatan di  bawah jenjang
Diploma Tiga.

3. Fasilitne Pelayanan HKeschalan asdalah  suatu  alal
dan fatau tempat YRNE digunalaun untuk
menyelenggnrakan upuys pelayanan kesshatan, boik
promotif, preventil, kurmatil, maupun rehablliwatl yang
Hilokuknn wsleh  Pemerintoh, Pemerintalh Dacrah,
din futau musyarnkal

4, Upaya . . .
F dgtrrpealains P pidention Prirercbang- dsbiokariepar bsabinigs Sttt Do Musitesig Mesolslie - Taliap ) ‘ 3
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Upaya Keschatan adalah setiap kegiatan dan/atay
serangkaian keglatan yang dilakukan secara terpady,
terintregasi dan berkesinambungan untuk memeliharg
dan meningkatkan derajat kesshatan masyarakar
dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan
keschutan, pengobatan penyakit, d pemulihan
keachatan oleh Pemerintah dan /atay

Kompeicnsi  adalah knmlmn dimiliki
scacorang Tenaga kan ﬂmu
pengetahunn, kﬂr_rl.mpill.n

untuk dapat menjalankan

Ui Kompetenai
pengetahuan, ke

roscS

, dan perilaku pum :ﬂdil-:
yang menyelenggarakan
tan.

Sertiflleat adalah surat tanda pengakuan
nsi Tenaga Kesehatan untuk dapat
praletik di seluruh Indonesia setelah lulus
Hi,

Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk
kan praktik profesi yang diperoleh lulusan
pendidikan profesi.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tennga
HKesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi
atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi
tertenty  lain  serta mempunyal pengakuan secara
hiam untuk menjalankan praktik.

:r.lu Registrasi yang selanjutnya disingkat STR
“wilkeli tertulis yang diberikan oleh konsil

icing Tenaga Keschatun kepada Tenagh
© 'nng telah diregistrasi.

11. Surnt .

e andindigi tontang Sumber Daya Manusia Kasoha

Tahae ¥
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I Swimt ton Prakik yang  selangputnge  dagnogieat e
ol sl tectulls yong diwrniknn oleh gemerrta)
dacial  knbupaten fkota Kepods Teomgn  Kese bl
sebagnl  pomberion kewspangan untuk  menjalaneas
prraletii,

12 Swandor Profesi sdalah botisan kem

berupas  pengetahuan,  keterampi riinky
profesional yang horun dik nlile et
seorang mdividu uniuk da n keginlan
profesionalnya padu masyn mandiri yang
dibuat oleh arganisasi kesehatan.

13. Standar Pelayanan ah pedoman yang diikut
oleh Tenaga m melakukan pelayanan
kesehatan,

14 adalah suatu peranghst
langkah yung dibakukan untuk
proses kerja rutin  lerientu dengar
langkah yang bensr dan  tErbaik
n konsensus bersama untuk melaksanakan
kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat
Fasilitas Pelayanan Keschatan berdasarkan

Standar Profesi.
15. Konall Tenaga Keschatan Indonesia adalah lembaga

yang melaksanakan tugas sccara independen yang
lerdinl atas konsil masing-masing tenaga kesehatan

|G, Orguninasi Profesl adalah wadah untuk berhimpun
tenngn kesehatan yang seprofes:.

17T Kolegium masing-masing Tenaga Keschatan adalah
budien yang dibeniuk oleh Orgamsam Profesi uniuk
wetinp cabung disiplin dmu kesshalan yang bertugas
mengampu  din o menmpkatkun o muiin pendidikon
cabsang dosiplin (lmuy ternebit

I PMenerima
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is.mhmuﬂmh-mnmhhuﬁapm
yang mclakukan konsultasi tentang kesehutan untul
memperolech pelayanan kesehatan yang d_wuhn
baik secara langsung maupun tidak langsung ktpld;
tenaga Keschatan.

19. Pemenntah Pusal yang sclanjutnyn dis

pemerataan;
. etilm dan profesionalitas;

perighormatan terhadap hak dan kewajiban;
keadilan;

pengabdian,

noTma agama: dan

pelindungan,

- I "

Pasal 3

Kuinoutan Paraturarn Perundang-undangas fentang Sumber Dava Mariss Ko sehalan -




*x

FPRESIDEN
REPUBLIK INODONESIA

T -
Prsal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:
a. memenuhi  kebutuhan masyarakat akan Tenaga

Kesehatan;
b. mendayagunakan Tenaga Kescha gan
kebutuhan masyarakas;

E.

TANGOUNG J WEWENANG PEMERINTAH
ERINTAH DAERAH

Pamzl &

i dan Pemerintab Dacrah bertanggung jawab
terhadap:

a. pengaturan, pembinasn, pengawasan, dan peningiatan
muiu Tennga Kesehatan;

b.  perencanaun, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga
Kesehatan sesuni dengan kebutuhan; dan

€. pelindungan kepuda Teonaga Heschatan dalam
menjalankan prakiilk.

Panal 5 . .

Kurngedan Parstigan Perumdang undangan ferfang Sumbes Dajpas Maniosa Kesohatan - Tahags E‘ =i
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menetapkan  kebijakan  Teaagn  Kesehatan  sio)
mimiinnl  wolaris  idlengen ke buljenbeain pﬂfﬂl‘mugumm
LTI

merenconulonn kelnitubinn Teiggh

melakubon pengidonn Tenagn
menduyngunakon Tanngn Kesslil

membilnn, mengnwanl, di nn it Tenogn

Kesshatnn  melnlul knian  kegintan  sertifikos
Kompetennl  dan | pe in Registrusi  Tenagn
Kesahating

mielnknanokan n, bnlk dulam negerl maupun

| by Tenngn Kesehatun; dan

bilnknn yong berkniton dengon Tenogn
uhonn melukukan  pekerjaan  otag
r negerl dan Tenagn Keschatan wurgs

luiar nege

Kenghul ¥
di
ing yang ukan melukukan pekerjunn atuu
%1 i Indlonesia.

Pasul &

Dolum  melaksanakan  innggung  juwabnya, pemerintioh
dhnernh provinml berwenang untuk:

ix,

Gt Proiindugig isdasngiog lentang Sumiser Dapa Maniida Kese

menetupkan  kebijukan  Tenuga  Keschatnn  selaros
dengnn kebijukan pembangunan numonal,

meloksunakan kebijaknn Tenagn Kesehaton;
merencanakan kebutuhun Tenngn Keschatan;
etk ubkun pengadaun Tenagn Keschatan,

e, melnkukan

— IIMIr

o
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e, melakulan  pendaysgunaan  melalui | pemeratann,
pemaniaatan dan pengembangan;,

[.  membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenmgs
Kesshalan melalui pembinaan dan  penguwasan
peleksanaan praktik Tensga Kesehatan;

§. melaksanakan kerja sama dalam n b E
Tennga Kesehatan.

tan, dan pengembangan;

Aiemiina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga
Keschatsn melalul pelaksanaan kegiatan perizinan
Tenaga Keschatan; dan

Q\ melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang

Tenagn Keschatan.

BAB 11
KUALIFIKAS! DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

Pasal ¥

Tenuga di bidang keschatan terdiri atas:
u  Tenogs Keschatan; dan

b. Asister
Frmplan Faetieran Pemundamg-undangan tandaeog Sumbee Dy Manumn Koseduatan - Tabag Jf ‘ u
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b. Asmisten Tenaga Kesehatan.

Pasal 9
(1] Tenaga Kesehatan sebagnimana dim m Pasaj
8 huruf a harus memilla koalifikasi min
Tiga, kecuali tenagn media.
(2] Ketentusn lebih lanjut tnimum
Tenags Kesshatan sebaga pada ayat
(1) distur dengan Perstursn

?\

(1) Asisten Te esehatan sebagaimans  dimalksud
dalam |1 8 b harus memilild kualifikasi
menengah di bidang kesehatan,
Keschatan sebagaimans dimaksud
t (1) hanys depat bekterin di bawah supervis|
Kesehatan.

niuan lebih lanjut mengenal Asisten Tenagn

\ Kesehalan distur dengan Pernturan Menteri.

Pasal 1]

[1] Tenaga Keschatun dikelompokkan ke dalam:
b lenags medis;

tenugn puikologi klinis,

teniagn keperawiton;

tenagn kelidunan,

tenie Kelnrmaniin;

B & B

-

I e kewelulnn masyaraknl;

§ Lenagh .

e
1“-. i anprtabaen Pobefimap Pesabipiyg aanigas arilatig Surndses [ajra Manuse Keanharan i
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B tennga keschatan lingkungan;

b tenaga gisi;

i tenaga keterapian (sik;

). tenage keteknisian medis;

i tenagn teknik biomedika;

L tensga kesehatan tradisional; dan
m. tenaga kesehatan lain,

(2] Jenis Tennga Kesehatan dalam
kelompok tenaga medis pada
ayat (1) huruf & terdiri o ter gigi, dokter

(3 yang termasuk dalam

scbagaimana
1) huruf b sdalah paikalogi klinis.
(4] i termasuk  dalam

(5] Kesechatan yang termasuk  dalam
tonoge kebidanan scbagaimana dimaksud
myat (1) hurul d adalah bidan,

(6] Werus Tenmgan Kesehatan yang termasuk dalam
kelompok tennga kefarmasian sebagaimana dimalksud
pada ayat (1} huruf e terdini atas apoteker dan tenaga
teknis kefarmasian,

(7} Jenis Tenaga Keschatan yang termasuk dalam
kelompok tenags keschatan masyarnkat sebagaimana
dimalsud pada ayat {1) huruf [ terdiri atas epidemiolog
kenchatan, tenagn promosi keschatarn  dan ilmu
perilaky, pembimbing  keschatan  kerja, lenagn
administrasi  dan  kebijakan  keschatan, tenagn
biostatistik dan kependudukan, serta tenagn keschatan
reproduksl dan keluangu,

8] Jenis | .

Kumpulan Peraluran Perundang-undangan lealong Sumbes Dupa Monusio Kesehitin - Tahap | c‘_-"
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{8} Jenis Tenaga Kesehatsn yang termasuk dalam
kelompok tennga kesehatan lingkungan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tonaga
sanitasi  linglkungan, entomolog kesehatan, dan

mikrobiolog kesehatan.

(@) Jenis Tenaga Keschatan dalam
kelompok tennga gizi sebagnimana d ayat
(1) hurul h terdiri atas nutrision|

(10} Jenis Tenagn Keschatan suk dalam
kelompok sebagaimana
dimaksud pada ayat (I dirl atas fisioterapis,
okupas| terapis, lerapls akupunktur.

[11) Jenis Tenmga Ke yang termasuk dalam
keiompok ten i medin sebagaimana
dimaksud (1) hurul | terdiri atas perekam
media dan i keschatan, teknik kardioveskuler,

yanan darah, refraksionis
metris, icknisl gigl, penata anestesi,
mulut, dan auvdiologis.

12) ennga Keschatan yang termasuk dalam
lenaga teknik biomedika sebagaimana
imaksud pada ayat (1) hurufl k terdiri atas radiografer,

\ clektramedis, ahli teknologi lsbormtorium  medik,
Q fisikawan medik, radioterapin, dan ortotik prostetik.

(13) Jenis Tenaga Kescharan yang termasuk dalam
kelompok Tenagn Keschatan tradisional scbagalmana
dimaksud pada ayat (1] huruf | terdiri atas tenage
keschatan tradisional ramuan dan tenaga keschatan
tradisional keterampilan.

(14) Tennga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada
aynt (1) hurul m ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12 ...

12 _'E Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tenfang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Tahar "

B
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Pasal 12

Dalam memenuhi perkembangan (lmu pengetahuan dan
telmolog di bidang keschatan serta kebutuhan pelayanan
keschatan, Menteri dapat menctapkan Tenaga
Kesehatan lain dalam setinp lelompok ((se
dimuksud dalam Pasal 11.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN P NAAN

Pemerintah  Daerah  wajlb  memenuhi
Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis,

ma petensl secara merata untuk menjamin
gan pembangunan kesehatan. !

\ Pasal 14
(1] Menteri menetapkan kebijakan den  menyusun

perencanasn Tenaga Heschatan dalam  rangka
memenuhl kebutuban Tenagn Kesehatan secarn
nasional.

(3] Perencanaan , . ,

Murmnpulnn Paraluran Paruodneg-urdacgian ey Sumber Doys Manusin Kesshatan - Tahap )i ._ 13
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(2) Perencanamn  Tenags  Keschatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (]] disusun secara berjenjang
berdasarkan ketersediaan Tenaga Keschatan dan
kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya

Keschatan.

[3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagal i dbeatid
pada ayat (2] dilakukan melajul ennga
Kesehatan.

Pasal 15

Menteri dalam menyusun peren naga Keschatan

harus memperhatikan lakto

a. jenis, kualifikasi, ,'I , dan distribusi

Pasal 16

tuan leblh lanjut mengenal perencanaan Tenaga
\ hatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengandaan

Pasal 17

(1] Pengadaan Tenaga Keschatan dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenags
Kesehatan.

(2] Pengadann . . .

14,;‘, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan lentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Tahap !
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i&i Pengadaan Tenaga Hesehatan diacukan mealu
pendidikar tngg bidang keschatan

3 Pendidikan ungg bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud pedas ayar |2 dmrahkan untuk

menghasilcan Tenaga Kesehatan yang U sesual
dengan Standar Profesi dar Standar Pelay Dr e,

(4] Pendidikarn unggi Dodidang Eragadtiana
dimaksud pads aya: (3] di Engan
memperhatikan:

R kescimbangan sntara kegutdkh lenggaraan
Upaya Keschawn dan ding scmpatan kerja,
baik di calam negen UATr NEgET:,

b. kescimbangan A uan produksi Tenaga
Kesehatan yang tersedia, can

£ perkem getahuar dan teknolog

[5) ikan schagaimana dimaksyd
akan oleh Pemernintah dan/ataw
cengan  ketentuan Peraiuran

NEgarn.

ih lamu: mengenai pengadaan Tenaga
diatur dengan Peraturan Pemerimah

(6)

Pasal 18
\H: Pendidican ungmi bidang keschatan diselenggarakan
berdasarkar izin sesum dengan ketentuan Peracuran
Perundang-undangan
) lan scbagmmans dimakssd pada avat (1) disenkan
setelah mentdapatkan rekomenidas, dan Menten

3 Pembunudan eans pendidiian ingg Ddang Kesebatan
tilnk ukan oleh Menien

&) Pembinean wimdemih  peodidiean Lo bdas,
Keschalan T e imeEner Wiy
fepyelenptarakal,  widsar  peraesiniahan d besdang
e i i

13 Dol

Floinman Purwticinn etisalang iddndgan tridasg Sasnides Daye Macnwe Messhale  Tahap o n’ﬁ
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(5] Db penyibmonin Kartiobiie  peididiban - T
Kesaluain,  pongeiongipain peiilndiban gl g
Kosohunlan  bagiie  aeiggond  peeili Mreniilai  Plasdiial
Pencllaikan Tingal varg citategdean bl st oy
meryclanyginiakan s pEeiioebiieliaie o0 by
el bany ehivin Temibeninneliiupsd aboigginie Mol

(6] Peoyelenggnraun |r|n1|-||.|.hu|| LITTTITI T
metLgganbmnm dhimmbonnl pasdin ayal i,
ayal (), dan owyst (B ek @b ilnpgmng

Pasal 14

It UL lidbbimn,
Ueany Uit Wlilmingg  Domme bisiag

(1) Dalam  ran
panyolangurs e

hunyn  dapniymenerifs  mbastawn  aeniinl depgin
ksl

engenad  kuobs  oasbiooel  peoes i
dlatur dengun  Packluiran Meoledl  yong
draban urusan bidag peadiililiin setelali
beriardinasl dengan Meaie,

[2)

Panal 20

(1] Penyelenggoroan pendidiban Gogigl Tbdang oeselinmn
hrus memenuhl Standne Nasdoon! Peadiliiuin "o pinngii
Kenehainn,

(2] Standor  Naslonal  Pepdddiban Tenuga Keneluion
sebagnimann diomnked pado ayat (1] mengang jiite
Standar Nesioral Peadbdibn T,

ARSI AT

J
18 ' Baarmgiliart Propodiirads Psanciolsg oncdiangon fndag i (s Maiaia Fosebid s g
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(3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Heschatan
scbhaganimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara
bersama oleh kementerian yang menyeclenggarakan
urusan pemerintnhan  di bidang  keschatan,
kementerian  yang — menyclenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, institusi
pendidikan, dan Organisasl Prolesi.

(4] Standar Nasional Pendidikan
scbagaimana dimaksud pada

hatan
pkan oleh

menteri yang menyelen tahan
di bidang pendidikan,
Pasal ;

(1) Mahasiswa keschatan pada akhir masa
pendidikan profesi harus mengikutl Uji
Hom nasional.

2 Uj sl scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

n aleh Perguruan Tinggl bekerja sama
rganisasl Profesi, lembaga pelatihan, atau
lem! sertifikesi yang terakreditasi.

Uji Kompetensi schagaimana dimaksud pada ayat [2)
\ ditujukan untuk mencapai standar kompetenai lulusan
yang memenuhi standar kompetensi kerja,

(4) Standar kompetenal kerja sebagnimuna dimaksud pada
aynt (3] disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil
musing-masing Tenaga Keschatan dan diletapkan oleh
Menteri.

(5) Mahansiswa pendidikan vokasi scbagaimana dimaksud
podu ayut (1) yang lulus Uji Kompetenal memperoleh
Sertifikat Kompelenal yany diterbithan oleh Perguruan

Tirpm.

o) Mahasiswa . | .

Fuenpulan Pumturan Panndang-undangan iealaeg Sember Daya Maiuses Kesohalan - Tahap 1) "' 17
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(6] Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimakesud
pada ayat {1} yang luius Uji Kompetensi memperoleh
Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan
Tinggl.

[7] Ketentuan lebik lanjut mengenal tata cara pelaksanaan
Uji Kompelensi diatur dengan Peraturan/en Vang
menyelenggarakan urusan pemerin ang

Keschatan  dilakuss v
h Dagreh, dan/atau masyaraknt
tugas dan fungsi maning-maning
tuan Peraturan  Perundang-

dimaksud pada ayat (1) dilakuken dengan

memperhatikan aspek pemeratasn, pemanfastan, dan
pengembangan.

\ Pendayagunaan Tenaga Keschatan sebagaimana

Pasal 23

(1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan
pemenuban kebutuhan pelayanan kesehatan kepada
muasynraknat, Pemeriniah dan Pemenniah Dacrah waiid
melakukan pencmpatan Tenagn Keschailan  setelah
melilul proses seleksi.

2 Perempaian
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(2} Penempatan Tenags Keschatan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksannkan dengan cara:

3]

(4}

15

imana dimaksud pada ayat (2) huruf e

d dengan penempatan dokter pascainternsip,
e senior, pascapendidikan spesialis dengan
Ucatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan

penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dimtur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1] Penempatan Tenaga Keschatan dilakuken dengan tetap
memperhatikan  pemanfaatan  dan  pengembangan
Tenaga Kesehatun.

{2} Penempatan . .
“lampelan Pemituran Ewrundang-undangan foniang Swnber Daya Manusss Kesehatan - Tahag if t_ 19
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(2] Pencmpatan Tenaga Keschatan schogalmans dimsmen
pada ayat [1) dilakukan melalul seleiol,

Pasal 28

(1} Pemerintah dalam memeratakan pe
Keschrtan sesual dengan kebutuh
mewa]ibkan Tenaga Keschatan

tngegl yang diselenggarakan
mengikutl scleknl penem

(2) Belsin Tenags Keseh imans dimaksud pueds
ayat (1), seleksl pene I dlikutd el Tenags
Kesehatan tingg ¥iarig

(3] Ketent lebih ut mengenul penempntnn Terapgs
Keschatan dimtur dengan Peraturan Pemerintak.

(1 Kesehatan yang telah ditempatlkan di Fasilitus
an Keschatan wajib melakninakan tugus eyl

dengan Kompetenal dan kewenangannya.

\ﬂ] Pimpinan Fasilitas Pelayanan Keschatun scbagainns
dimaksud pads ayat (1) dan/atau Kepalo docrah yueny
membawahl  Fasilitas  Pelayanun  Kesehntan  harus
mempertimbanghon permenuhan kebutuhar sandani
pangan, papen, dan lokasi, serta  keomonor  dan
kesclamatan kerjn Tenagn Keschatan sesun) denpin
ketentuan Peraturen Perundang: Undunga

Panal 47

‘- Humpislan Porafuron m'mmﬂl Vestibantpap Seserefiist Livagpa Mniiia via o minlfints L
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Pasal 27

(1} Tenaga Keschatan yang diangkat oleh Pemenntah amu
Pemerintah  Daerah  dapat  dipindahrugaskan
entarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkoeta karena

12)

[3)

[4)

\ ayat (3] distur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Dalgm  keadsan tertentu  Pemerntah  dapat
memberiakukan Ketentuan wajib kerja kepada Tenaga
Kesehatan yang memenuhl ualifikasi akademik dan
Kompetensi untuk melaksanaken tugas sebagai Tenaga
Kesehatan di dacrah  khusus di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

14 Pemernntah . . .
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{2} Pemerintah dan/atau Pemerintah Daecrah memberikan
tunjungan  khusus |kepada Tenagan Keschntan
sebagaimana dimakaud pada ayat (1).

(3) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atay
Pemerintah  Dpermh di dasrah  kh bertiak
mendapatkan  [agilitas tempat U rumah
dinas yang disedinkan oleh Pemen

(4) Ketentuan lebih lanjut men sebagai
Tenaga Kesehatan dala tertenty
sehagaimana dimaksud dan tunjangan
sehagaimana yat (2) dintur dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah /atau  Pemerintah  Daerah dapat

me ikatan dinas bagi calon Tenaga
untuk memenuhi kepentingan
keschatan.

] lebih lanjut mengenai pola lkatan dinns bagi
Tenagn Keschatan sebagalmans dimaksud pada
\ ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1} Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk
meningkatican mutu dan karier Tenaga Keschatan,

(2] Pengembangan Tenaga Keschatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan
dan  pelatihan  serta  kesinambungan  dalam
menjalankan praktik.

(3) Dalam - . .

Fumpulnn Poraluron Petundong-undangon lentang Sumber Daya Manusia Kesehalan - Tahap ¥
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(3) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan,
kepala dasrah dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Keschatsn bertanggung jswab atas pembernian
kesempatan yang sama kepanda Tenaga Keschatan

dengan mempertimbanghkan penilainn kinerja.

rakan
,  dan/atau

(1]

a ayat (1) harus
dan tenags pelatih yang
dan standar kompetensi
Institusi penyelenggarn

(2

(3]

Pasal 32

(1] Pendayagunaan Tenagas Keschatan Warga Negara
Indonesia ke luar negeri dapat dilakuksn dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan
Tenaga Keschatan di Indonesin dan peluang ketja bag
Tenagn Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar
negeri.

(2] Pendayagunaan Tenags Keschatan Warga Negara
Indonesia ke luar negeri scbagaimana dimaksud pada
aynt (1) dilaksanakan sesuni dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33 . ..

Kumputan Poraturan Parundang-undangan lentang Suniber Days Manusia Keashatan - Tabep 1 23
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Ketentunn jebih lanjut mengenal pendayagunaan Tenags
Kesehatnn diatur dengan Peraturan Pemerintah,

BAB YV
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDOD

(1) Untuk meningkathan Tenngn Kesehatan

ngan dan kepastinn
(2} ST Indonesia scbagaimana

(3) g-masing Tenagn Keschatan sebagaimana

onsil Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam
ng-Undang tentang Praktik Kedokteran.

Konail masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasrys

bersifat independen,

(5) Konsil Tenags Kesshatan Indonesia sebagaimana
dimaksud padn ayat [1] bertanggung jawab kepada
Presiden melalul Menteri.

Pasal 35

Konsil Tenags Kesehutan lndonesia berkedudukan di ibu
kot negura Republik Indoneain.

Pagal 3o . .

. Tahap V
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(1] Konsil Tenagn Keachotan Indonesin mempunyal fungai
webognl  ktordinator  konall musing-masing Tenage

Kenchatan.

4]  Dalarn menjalanken fungei sebaguimana di a
ayat (1], Konsil Tenoga Keschatan | (= ik
Luaggan:

u. memlosilitani dukungan pel t konsil
masing-masing Tenagn Kesghatin.
b. melakulan evaluas) sll mosing-masing

Tenaga Keschatan; dan

&, membina dan m konsll masing-masing
Tenupgn Keas
13] jalankan i schagaimana dimaksud pada

Tenagn Keschatan Indonecsin memiliki

masing-masing tenaga kesehatan mempunyai

ngsl pengaturan, penetapan dan pembinaan tenags

\ keschatan delam menjalankan praktik  Tenaga

Kesehatenn untuk meningkatkan mutu  pelayanan
keschatan,

(2) Dalam menjalankan lungsl sebagaimans dimakorid pada
ayat (1), koosil masing-masing Tenaga Keschatan
memiliki tgns:

u, melokukan Registrosi Tenaga Keschatan,

. melukukan pembinaan Tenaga Keschatan dalam
menjalonkan praktik Tenoga Kesehatan;

€. ineEnyusun . . .

K,
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¢ menyusun Standar Nasional Pendidilas Tenaga
Heschatan;

d. memyusun standar praktik dan standgr komprtensi
Tenaga Kesehatan; dan

v. menegakkan disiplin praktik Tenaga

Pasal 38
Dalam menjalankan tugasnya, “masing
Tenaga Keschatan mempunyai
8. menyetujul  atay honan  Registras

d. msn phan memberikan sanks disiplin profes|
ena gl Resehats
@ pertimbangan pendirian atau penutupan

Pasal 39

\ Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Konsil
Tenaga Keschatan Indonesin dibantu sclretaris: yang
dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 40

(1] Keanggotaan Konsil Tenaga Kesechatan Indonesia
merupakan pimpinan konsil masing-masing Tenaga
Keschatan.

{2) Heanggotasn

26 .J Kumpulan Peraturan Pemndang-undangan tentang Sumber Days Manusia Kaseatr xd
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(3] Keanggotamn  konsil masing-masing  Tenagn
Kesehatan terdir| atas unsur:
& kementerian yeng menyclenggaraken urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
b. kementerian yang men

d. Kelegium masing-masing
e. asosiasi institus| pendidi schatan;
[.  asosiasi fasilitas pe)
E: tokoh masyarakat.

Pasal
anﬂa.ml.:n u ann kegiatan Konsil Tenaga
sia dibebankan kepsda anggaran
pundlpn ya negara dan sumber lain yang

ual dengan ketentuan Peraturan

j\ Paanl 42

mengenal pelaksansan tugas, fungsi, dan
nang HRonsll Tenaga Kesehatan Indonesia diatur

dengan Peraturan Menteri.

Paanl 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,
pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil
Tenaga Keschatan Indonesia dun sckretarint Konsil Tenaga
Keschatan Indonesia dintur dengan Perniuran Preaiden,

BAB VI . ..
. 27
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BAB VI
REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Registrasi

Pasal 44 6

(1) Setiap Tenaga Keschatan al praktik
wajib memillkd STR.
(2) STR sebagaimana di ayat {1) diberikan

Kesehatan setelah
dimeksud pada =war s

a i pendidikan di bideng kesehatan;
ifiknt Kompetensl atau Scrtifikat

ki surat keterangan schat fisik dan mental;

5 iliki wurat pernyataan telah mengucapkan
& sumpah/janji profesi; dan
\ e membunt pernyatasn mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesl.
(4] STR berlaku wmelama 5 (lima) tahun dan dapal
diregintrasi ulang setelah memenuhi perynratan.
|5) Persyaratan untuk Registrasi ulang 3¢ ana
dimaksud pada ayat (%) meliputi:
a. memiliki STR lama;
b, memilikd Sertifikat Kompetensi atau Sertilikat
Prolesi;
¢, memilikl surat keterangan sehat fisik dan mental,

d. membual .-

- Tupap I
28 3 m”mﬁmﬁmﬂ:ﬁnﬂmmwmﬂmmm



FRESIDEMN
REPUBLIK INDONESIA

-29 .
d. membual pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etikn profesi.
e. telah mengabdikan dirl sebagai tenaga profesi atau
vokasi di bidangnys; dan
{. memenuhi kecukupan dalam kegiatagd pe "

pendidikan, pelatthan, dan/atau h
lainnya.
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut Registrasi dan
Registrasi Ulang se ud dalam Pasal 44
diatur dengan Pera masing-masing Tenaga
Kesehatan.
ua

Tenaga Keschatan yang menjalankan praktik di
g pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

\ zin sebagaimans dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk SIP.

SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlkan
leh  pemerintah  daernh  kabupaten/kota atas
rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di
kabupaten/ kota tempat Tenaga Keschatan
menjalankan prakiiknya,

(4] Untuk mendapatkan SIP sebagnimans dimaksud pada
avut |2], Tenaga Keschutan harus memiliki:

g STR yung masih berlaku;

b. Rekomendasi . . .
Aumputan Feratiran Perundang-undangar lentang Sumibor Days Monusia Kesehaton - Tahag i ‘ 29
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RV
% Rekomendasi dar Organisast Prolesi g
¢ tempal prakitk

5 SIP scoagumana dimaksud pada ayal (2) myge
masing e n ko t‘l.l.‘l.'l-}" untuk | [satu] tgmp,“

i6) S1P masih berlaku sepanjang:
o STR masih berlaku; dan

b. tempat praktik masih
rercantum dalam SIP.

(7] Ketzntuan  lebih Bemai  penzinan
sebagaimana dim ayat (1} diatur dengasn
Peraturan Men

Tena yang menjalankan praktik mandiri harus
nama pralktik.

Bagian Ketiga
Pembinaan Praktik

\ Pasal 48

(1] Untuk terselenggaranyn praktik tenagn kesehatan yvang
bermutu dan pelindungan kepada masyarakat, periy
dilnkukan pembinnan  prakiik  terhadap  lenags
kenehntan,

() Pembinnan  seboguimans  dimaksud  pada ayar (1
dilakukan  oleh Menterl  bersama sama  dengas
Pemenntah  Daerab, konsil  muasing-masing  Tendgd
Kesehutan, dan  Organisasl Profesi  sesual dengan
hfwnnllllmmuyn_

Pggiun heempit

. fanar
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Bagian Keempat
Penegakan Disiplin Tenaga Keschatan

Pasal 49

(i) Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesch
penyelengearaan  praktik, konsil
Tenags Keschatan menerima pen
dan memutuskan kasus pelan

Keschatan,

{2} Dalam melaksanakan ugas se dimaksud
pada ayat (1), konsil masin i naga Keschatwan
dapat memberikan sanls TP
a. pembenan pen -

b, rekomendam pen atau SIP; dan/atau
€. kewajiban ndidikan atau pelatihan di
NS ' Kesehalun.

(3] Te pat mengajukanr keberatan atas

pu isiplin sebaganimana dimaksud pads

Menteri.

4] Ketenian lebih lanjut mengenm ata cara pengenann
san isiphin scbagumana dimaksud pada aym: (2
n ayat (3] diatur dengan Peraturan Menten

\ BAB VI
URGANISASI PROFES|

Prsul 50
(1) Tenoga Keschatan harus membentuk  Orgunisas

Profesi sebogui wadah untuk memngkatkan dan/atau

mengembunghan  pebgetabuan dea Keterampilan,
mmartabat, disn etilus profes: Temnaga Resehatan

(2] Setiap

Fimyinitan Puraturan Fasturalang irbaciggan bty Suivitst Dogs Aaniusi Besofatian  Tahag i ‘ B h |
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(2} Setiap  jenis Tenagn HKeschutan  hanya  depe
membentuk | [saiu) Organisas: Profes:,

()} Pembentukan  Orgunisas)  Profesi sebagaimang
dimakaud pada ayst (1) dilaksanakan sesum dengan
ketentunn Peraluran Perundang-undangan.

Pasal 51

{1) Untuk mengembangkan g iplin  ilmu  dan
standar  pendidikan nags eschatan, sotap
bentulk Kolegium

maning-masing T tan.
2] Kolegium asing Tenagn Kesehatan
I|Fhﬂgrl'll'l'|‘|| d P.-dlE ..Jr-t Ill m:m:_a. b e

dalam Organisasi Profeai.
(3) masing-masing Tenaga Kesehatan

Kalcai
dimaksud pada ayat (1] bertanggung
@ Organisasi Profesi.
BAB VI

A KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA
LULUBAN LUAR NEGER| DAN
TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Bagian Kesatu

Tenagn Keschatan Wargs Negara Indonesia Lulusan Luar Neger:
Pasul 52

(11 Tenugn Keschatun Wargn Negurn Indopesin ‘“1“"‘1_“
Iunr negerd yang akan melakukan praktik di Indonesit
hmrus menglicuth proses eviluasi kompetensi.

| - Tahap I
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(2) Proses evalumsi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melatui:
a. penilaian kelengkapan administravf; dan
k. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
{3) HKelengkapan administratili sebagaimana wud
pada ayat (2] hurul a paling sedikit in

a. penilpian keabsahan jjnzah o Yang
menyclenggarakan urusan i bidang
pendidikan;

b, surat keterangan schat fisik ; dan

c. surat permnyatann ematuhi  dan
melaksanakan

(4] Penilaian ke melakukan praktik

schagaimana  di pada ayat (2] hurul b

dilakulkan ui wji” kompetensi sesumi dengan

katen Perundang-undangan.

Warga Negars Indonesia lulusan
g telah lutus Uji Kompetensi dan yang
praktik di Indoneain memperoleh

(5]

enaga Kesehatan Warga Negara Indonesin lulusan
lifar negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana

(6)
Q\ dimaksud pada ayat (5] wajib memillki SIP sesual
(7

dengan ketentuan Undang-Undang ind.
STR scbagalmana dimaksud peda ayat (5} diberikan
oleh konsil masing-masing Tenaga Keschatan seaual
dengan ketentusn Peraturan Perundang-undangan,

() Ketentuan lebili lanjut mengensi min cara proses
evaluasi kompetensl bagi Tenaga Keschatan Wargn

Negara Indonesis lulusan luar negeri scbagaimann
dimaksud pada ayat [1] disur dengan Peraturan

Mentar

Bagian Kedun . .

Kurnpuian Puaraticarn Pottdg-tcanigan farg Susmbime Doyn Manysia Kesshotan - Tahag ) t 33
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Bagian Kedua
Tenaga Keschatan Warga Megarn Asing

Pasal 53

(1] Fasilits Pelayanan Kesehatan dapat m
Tenaga Kesehatan warga negarn asing

(1) wargn negara asing yung akan
praktik di Indonesia harus mengikut
tenal.

{3) kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayal
dilakukan melalui:
\ n. penilaisn kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan untuk melakukan prakiik.
3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) huruf a paling sedikdt terdin atas:
o penilsian keabsahan [jazah ocleh menten y&NE
bertangaung jawab di bidang pendidikan;
b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

¢ surat pernyatsan untuk mematuhi  dan
melaksanakan ketentuan stika profesi.

(4) Penilalart -

— anee”!
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(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan pragtik
schagaimana dimalksud pada ayat (2] hurul b
dinyatalkan dengan surat keterangan yang menyatakan
telnh menglkuti pregram evaluasi Kompelenal dan
Sertifikat Kompetensi.

(5] Selain ketentuan sebagaimana dimakwud t (1),
Tenaga Kesehatan warga 5

memenuhl persyaratan lein sesu fuan
Permturan Perundang-undangan,

Pasal 55

(1} Tenaga Kesehatan cgara asing yang telah
mengikuti mpetenai dan yang akan

imana dimaksud pada ayat (1) berlaku

tahun dan dapat diperpanjang hanya

tahun berilcutnyn.

Keschatan wargn negara asing scbagaimans
pada ayat (1] melakukan Praktik di

Indonesia berdasarkan atas pormintaan  peEnpEuns

Tennga Keschatan wargn negara asing.

(4] SIP bagl Tenaga Kesehatan warga negara asing berlaku
sclama | (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya
untuk | (satu) tahun berikutnya.

Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunsan dan

praktik Tenaga HKeschaton warge negarm asing diamer
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX . .
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BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 57
Tenagn Keschatan dalam menjalankan berhak:
a. memperoleh pelindungan sepan]
melaksanakan tugas sesual Prof

Standar Pelayanan . 5 Pﬂ!lﬂiu,;
Operasional;

b. memperoleh informas p dan benar dar
Penerima Pelayana eh atau kehuinrganya;

e.  menerima imbalan |

d. mem atnn  keselamutan dan
keschatan an yang scsuai dengan harkai
dan usia, moral, kesusilsan, serta niai-

e tkan kesempatan untuk mengembangkan

keinginan Penerima Pelayanan Keschatan
tau pihak Inin yang bertentangan dengan Standar
fesi, kode etik, nstandar pelayanan, Standar
Prosedur Operasional, atau ketentuan FPeraturan
\ Perundang-undangan; dan
memperoleh  hak lain  sesual dengan keteniuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

(1] Tenaga Keschatan dalam menjalankan praktik wajib:

. rmamberikan

[
_ atait + T
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a. memberikan pelayanan kesehatan sesusl dengan
Standar Profesi, Standar Pelayanan Profes, Standar
Prosedur Operasional, dan etika profesi serta
kebutuhan  keschatan  Penerima Pelayanan

Keschatan;

(2] Hewaji a dimaksud pads ayat (1) huruf
b R hanya berlaku bagl Tenaga Keschatan
pelayanan kesshatan perscarangan.
Pasal 59

V! enaga Kesehatan yang menjalankan praktik pads

Fasilitns Pelayanan Kesehatan wajib  memberikan
pertolongan pertams kepada Penerima Pelayanan
Heschatan dalam keadsan gawat darumt dan/atau
pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan
pencegahan kecacatan.

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan
dan/atau  dilarang meminta uang muks terlebibh
dahulu.

BAB X ...
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BAB X
PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

Pasal 61

D kan praktik, Tenags Keschatan yang
pelayanan langsung kepada Penerima

Pelayanan Kesehaton harus melaksanakan upsya terbaik

\ tuk kepentingan Penerima Pelayanan Keschatan dengan

tidak menjanjikan hasil.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 62

{1} Tenaga Keschatan dalam menjalankan praktik harus
dilakukan sesual dengan kewenangan yanj didasarkan
pada Kompetenal yang dimilikinya.

(2) Jemnin

gu Kusmpestan Paratiran Porundang-undargen tentang Sumbar Dirys Manusss Kesahaton - Tehag §
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(3} Jenis Tenags Kesehatan tertentu yang memiliki lebih
dari satu jenjang pendidilan memillii kewenangan

profesi sesuai dengan lingleup dan tingkat Kompetensi.
(3] Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenungan profesi

schagaimana dimaksud pada ayap (1) dengan
Pernturan Menteri.

Pasal 63
{I] Dalam keadaan iertentu hatan dapat
memberikan pelayanan nya.
(3 Ketentuan lebih nal  menjalankan
keprofesian | gan  sebagaimana
dimaksud pada diatur dengan Peraturan

alenteri

Pasal

B4
yang bukan Tenagan Keschatan dilarang
praktik seclah-clah scbagai Tenagn Keschatan
Q memilikd fzin.

\ Bagian Ketiga
Q Pelimpahan Tindakan
Pasal 65

(1) Dalam melakukan pelayanan keschntan, Tenagn
Keschatan dapat menerima pelimpahon  toodalinn
medis dari tenaga media,

(2) Dby .

Kumputen Poraluran Pomndang-undangen lentanag Samber Days Manisia Kosohalon - Tahap i1 m
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(4] Dalam melakukan pekerjnan  kefarmagjan
teknis  kefarmasian  dupat  menerima ooy 2RR

pekerjann kefarmasinn dari tenagn lpnumlilhmp.h.n
(3] Pelimpahan tindakan sebagaimana gdj

nyat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan

a. tndakan yang dilimpahkan

mnkyd pad
ketentugn: ’

dala
kemampuan dan keterampila tel dimiu;:
oleh penerima pclimpahan:
b. pelaksanaan tindakan y imp&hkan tetap di
bawah pengawnsan ri pe han;

c. pemberi pelimpahan

BEUNE jawab atas
tindakan yang di

sepanjang pelakaanuan

tindakan ua N pelmpahan  yang
diberikan;
d. tindakan ilimpahkan tidak termasuk

bilan Keputusan scbagai dasar pelaksansan

(4) lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan
dimaksud pada ayat (1), ayat (3], dan

diatur dengan Peraturan Menteri,

Bagian Keempat

\ 3 Prolesi, Standar Pelayanan Profesi, dan
Standar Prosedur Operasional

Pauzal 66

(1) Setinp Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik
berkewnjiban untuk mematuhi Standar Profeth
Standar Pelayanan Profesi, dan Standst Proscdur
Operasional.

(2) Standar LAk

o
. fan
m‘ Kumpudan Paraturan Pacundung-undangan tentang Sumber Days Manusi Kasoh®
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2] Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-
masing jenin Tenaga Keschatan ditetapkan oleh
organisasi profesi bidang keschatan dan disahkan oleh

Menteri.

(3] Standar Pelayanan Profesi yang berl rual
ditetapkan dengan Peraturan Menten.

(4] Standar Prosedur Operasional se i ud
pada ayat (1) ditctapken Pelayanan
Kesehatan.

[5) Kﬂhntuln lebil lnnjur. nerapan Standar
Profesi, fesi, dan . Standar
Pmuudur tur dengan Peraturan
Menteri.

&7
1] T dalam menjalankan praktik dapat
penelitian  dan pengembangan  Umu
uan dan teknologi kesehatan.

tian dan pengembangan scbagaimana dimaksud

ada ayat (1] ditujulkan untuk menghasilkan informasi

\ keschatan, teknologl, produk teknologl, dan teknologi

Informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan
kesehatan.

{3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilnksannkan
sesunl  dengan ketentuan Persturan Perundang-

undangan.

Bugion Kelimn . .

Kurnpulan Peraturan Perundang-undangan fenfang Sumber Daya Manusis Kesehatar - Tahap )| .l 41
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Bagian Kelima
Persetujuan Tindakan Tenags Kesehatan

Pazal 68

(1) Setisp tndakan pelayanan kescha rsectan
Fﬂﬂlp dilakukan oleh Tenaga Haria
mendapal persetujuan.

(2) Poractujusn scbhagaimana
diberikan setclah
dan patut.

(3] Penjelasan scba hsud  pada aymt 2y
sekurang- yi :
“I' mu I.

b. i pelayanan yang dilakukan;
e, glte tindakan lain;

komplikasl yang mungkin terjadi; dan
e terhadap tindakan yang dilskukan.
junn sebagaimana dimaksud pada ayat {3
3

diberikan, baik secara tertulis maupun lisan.

(5] Setiap tindakan Tennga Keschatan yang mengandung
\ risiko tinggi harus diberikan dengan persetujusn
tertulis ynng ditandatangani oleh yang berhak

memberikan persetujuan.

aysr (1)
BECOMM Cukup

6] Ketentuan mengenal taim cara persetujuan tindalan
Tenagn Keschatan sebagaimana dimaksud puda ay®:
(1) sampal dengan ayat () diatur dengan Peratirl
Menteri,

om0
casohil®®
i I Humputan Poraturan Porundung-undangan tentang Sumber Daye Manusi
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Panal 69

(1) Pelayanan Kkeschatan masyarakat harus ditujukan
untule kepentingan masyarakat dan tidak melanggar
hak asasi manusis.

(2} Pelayanan  keschatan masyaraknt
dimaksud pada ayat (1) yang
Pemerintah tidak memerlukan

(3) Peloyanan kesshatan se
(1) tetap harus diinforma

Penerima Pelayanan K= but.
Bagian Kee
Releam 18
TO
1} Se Keschatan yang melaksenakan
schatan perscorangan wajib membuat
e Penerima Pelayanan Keschatan.

medis Penerima Pelayanan  Kesehatan

bagaimana dimaksud pada ayat (1] harus scgera
dilengkapi setelah Pencrima  Pelayanan Kesehatan

selesal menerima peluyanan keschatan,
(3) Setiap rckam medis Penerima Pelayanan Kesehatan

harus dibubuhi nama, wakty, dan tanda tangan atau
parafl Tenaga Keschatan yang memberikan pelayanan
atau tindalkan.

(4] Rekam medis Penerima  Pelayaman  Kesshatan
schagalmana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan
dan dijaga kerahasinannya cleh Tenoga Keschatun dan
plmpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pomal 71 ...

Kumputun Paraluran Perundang-undangan lentang Sumber Dayn Minusin Kesehatan - Tahap If ﬂ.ﬂ
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Pasal 71

[1) Rekam medis Penerima  Pelayanan Kenshotyn
schagaimana dimakesud dalam Pasal 70 merupakan
milik Fanilitas Pelayanan Kesehutan,

12) Dalam hal dibutuhkan, Penerima Pela n Kesehsian
dapat meminta resume rekam medi Fansilitus
Pelayanan Keschatan,

Pasal 72

Eetentuan lebih lanjut
dengan Peraturan M

ickam :I':I.Ll']h dlhtl-u;'
I

Ba
Rahasia Keschatin Pen Pelayanan Kesehatan

Pasal 73

{ 1 Tenagn Kesehatan dalam melaksanakan
an kesehatan wajib menyimpan rahasia
hatan Penerima Pelayanan Keschatan.

Rahasin kesehatan Penerima Pelaysnan Kesehatan
Q dupat dibuka hanya untuk kepentingan keschatan
Penerima Pelayanan Kesehatan, pemenuban
permintann aparatur penegak hukum bagl kepentingan
penegakan hukum, permintann Penerima Pelayanan
Keschatan sendiri, atau pemenuhan ketenbuan
Peraturan Perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia keschatan
Penerima Pelayanan Keschatan schagaimana dimaksud
pada ayat (2] diatur dengan Peraturan Menteri.

EnghnﬂﬁdﬂhF’“;"

. Tahap !
] Kesahalo!
44 J’ mmmwmmmwmwm



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Baginn Kedelapan

Pelindungan bagi Tenaga Keschatan dan
Penerima Pelayananan Kesehatan

Pasal 74

Pimpinan  Faailitas Pelayanan K

mengizinkan Tenaga Keschatan ki STR
dan izin untuk menjalankan praktiid ilitak Pelayanan
Kesehatan.

Pasal 75
Tenaga Keschatan alankan praktik berhak
mendapatkan i hubkum  sesual dengan
Ertenouan E-undangan.

Pasal 76

ilitas Pelayanan  Keschatan  dalam

dan menjaga mutu pemberian pelayanan
dapat membentuk komite atay panitia atau tim

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7T

Setinp Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan
akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Keschatan dapat
meminta ganti rugi sesual dengan ketentusn Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 78 . . .

Hmn?mw.wmmwnlﬂ Munuata Kesohatan - Tahap If ‘ 45
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Pasal TH

Dalam hal Tenaga Keschatan didugn melakulan loellaing,
dalnm menjalankan profesinyn yang menyebubkan kerugian
kopada penerimu pelayanan keschaton, perseliaihan yury
timbul akibat kelalaian terschut harus discl tetlelul
dahulu melalul penyelesninn senpghkets di |
scsuai dengan ketentuan Peraturan Pe

Pasal 79

Penyelesaian perselisihan agn Keschatan dan
Fasilitas Pelayanan aknn semial dengan
ketentuan Peraturan

PEMBIN, DAN FENGAWASAN
Pasal BO

Pemerintah Dacrah melakukan pembinaan
dan kepudes Tenaga Hesehatan dengan
konsil masing-masing Tenaga Kesehamn dan

jnas| Projes| sesual dengan kewenangannya

Q_=

(1) Pembinssn dan pengawasan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 80 disrahkan untul:

a. meningkatkan muty pelayanan keschamn yang
diberikan oleh Tenaga Keschatan;

b. melindung! Penerima Pelayanan Keschatan dan
masyarakal atas tindakan yang dilakukan Tenaga
Kesehatan; dan

e, memberiloan . . .

46 ’a Kumpulan Peraturan Porundang-undangan tentang Suniber Daya Mansia Kesehatan - Tahap 0
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¢ memberikan kepastian hukum bagi masyaraka:
dan Tenaga Keschatan.

(3] Ketentuan lebih lanju: mengenai pembinaan  dan
pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X111
SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 82

[1] Setiap Tenaga tidak melsksanakan

ketentuan Pasal 47, 2 ayat (1), Pasal 54 ayal
59 ayal (1), Pasal 62 ayat
{+); Pasal Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat

| administratil.

Pelayanan Keschatan yang tdak
n ketentuan Pasal 26 ayat (2], Pasal 53
Pasal 70 ayat (4], dan Pasal 74 dikenal sanks!
Istratil.

(2

merintah, pemerintah  doerah provinei, dan

(a
Q\ pemerintali daerah  kubupaten/kota sesual dengan

kewenangnnnys  memberikan sanksi | administrati!
kepudas  Tenogu Keschnian dan Fasilitas  Pelaynnan
Kesshatan sebagnimonn dimaksud pada ayat (1) dan
awynt 2]

(4] Sanbksr pdmimstranl sebagoaomanae dimaksud pade ayan
(3] diaput berupa”
4, leguran lisan,
b pedngatan terulis,

¢ e adoiosuranil, dang ata

. pencabutan | .

Fluattigutrlion Proratisnin Passsclangg srndrgen hobisisgg Simbes (pa Monusio Kesahalan - Tabap i ‘ 47
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d. pencabutan ixn.

(5] Tata cara pengenaan sanksi sdministratil terhadap
Tenaga Heschatan dan Fasailitas Pelayanan Kesehatan
schagaimana dimaksud pada ayat {3) dan ayat (4]
dimtur dengan Poraturan Pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal B3

cwchvlag  melakukan
schatan yang lelah
aksud dalam Pasal 64
ling lama 5 (lima) tahun,

Setinp ornng yang bukan
praktik scolah-clah scba
memiliki izin sebagmms
dipidana dengan pi

B4

(1) Se Keschatan yang melakukan kelalaian
mengakdbatkan Penerima Pelayanan
luka berat dipidana dengan pidana penjara
lama 3 (tiga) tnhun.

Jika kelalnian berat scbagaimana dimaksud pada syat
\ | mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Keschatan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lirna)

tahun.

Pasal 85

(1) Setinp Tenage Kesehatan yang dengan sengaji
menjalankan praktik tanpa memilili STR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan
pidann denda paling banyak Rp100.000.000,00
[seratus juta rupiah).

(2) Setlap -«

i
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(2] Setiap Tenaga Keschatan warga negara asing yang
dengan sengujs memberikan pelayanan kesehatan
tanpa memillki STR Sementara scbagrimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal B&

(1] Seliap Tenaga Keschatan yang praktik
tanpa memiliki (=in sebagai dalam
Pasal 46 aya: (1) dipidana denda paling
hanyak Rpl00,000.000, ta ruplah).

(2] Setinp Tenaga Kese

dengan sengaja pelayanan kesehatan
tanpn memiliki S dimaksud dalam
Pasal 55 ayat dengan pidana denda paling
banyak 000,00 (seratus juta rupiah),

\ Pasal B7

Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang
telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pads saat
berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan masih
tetap berlaku sampal habis masa berlakunya.

() Tenagn Keschatan yang belum  memiliki bukti
Registriasl dan perizinan wajib menyesuailean dengan
ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 {ehun)
tahun scjak Undang-Undang ini divndangkan.

Pusnl 88
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Panal BH

(1) Tenaga Keschawon |ulusan peodidilean o} Lt
Diploma Tiga yang telah melakukan praloil nebelugy,
ditetapkan  Undang-Undang  ini,  tetop  diberiiog
kewenungan untuk  menjalankan ke sebugu
Tenaga Keschatan untuk jangka wakil 6 m) kg
setelah Undang-Undang inl diun

[2] Kewenangan scbagaimana i

dapat diperolch dengan
mendapatkan STR

ayut “I
Nﬂ'llﬂhﬂﬂ._n

Pasal

nesia dan Komite Farmasi

Pasal 90

1) il Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi

bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesin setelah
Konsil Tenaga Kesehaton Indonesia terbentuk sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2] Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang WNomor 26 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
indonestn Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4431
totap melaksanakan fungsl, tugas, dan wewenangnys
sampal dengan terbentuknys Konsil Tenaga Keschatan
Indonesis.

(3) Sekretarial . -

3 - Tuhap
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(3] Sekretariat Konsil Kedokteran Indanesin scbagaimana
dintur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200%
tentang Praktik Kedokteran  (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2004 Nomaor 116,
Tambahan Lembarmn Negam Republik  indonesia
Nomor 4431) tetap melaksanakan [ungai tugasnya
sampal dengun terbentulknya sekretarial NEgE
Kesehatan Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN P

ini mulal berlaku, semua
ngan yang mengatur mengenal

x Pasal 92
a sant Undang-Undang inl mulai berlaku, Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tehun 1996 tentang Tenags
Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republiic
Indonesin Nemor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak
berlalon.

Peeal93 ...

Kumpulan Peraiuran Perundang-undangan fantapg Sumbor Daya Moanusn Kosehatan - Tahap il 7
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Paanrl 93

Konsil Tenagn Kesehatan Indonesia sebagaimana dimakwudg

dalam Pasal 34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahup
terhitung sejak Undang-Undang ini diund .
Pasal 94
Pada saat Undang-Undang ini m .
o Fasal 4 ayat (2), Pasal | yat (4}, dan Pagg)

2] Undang-Undang Nomart@9 Tahun 2004 tentang

n  Negara Republik

Nomor 116, Tambahan

Indonesia Nomor 4431
tidak berlaku; dan

okteran Indonesis sebagaimara

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

k Kedokteran (Lembaran Negara

Lk ) Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

Lembaran Negara Republik Indonesia

4431) menjadi sekretariat Konall Tenaga
atan  Indonesin setelnh terbentuknya  Konail
\ enaga Kesehatan Indonesia,

Pasal 95

b. Sekre

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tmhun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundanghkan.

Pasal 96

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghkan.

52. Hurmpulan Paraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesshatan - Tahas
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Agar setinp orang mengetshuinya, memerinishikan
pengundangan Undang-Urdang ini dengan penempatannys
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetaphkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLI
DR. H. SUSI NG YUDHOYONOD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktaber 201
MENTER] HUKUM DAN ANUSIA

N2
\

EGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 298

REPU
AM

Sallnan sesual dengan sslinys
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl

Deputi Bidang Perundang-undangan,

e
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
TENAGA KESEHATAN

L UMUM

Undang Undung tentang T
puds pemikiran bahwe Pembukasn
cis bangss Indonese yeng '
bangsa [ndonesia, yuitu me
seiuruh  tumpah
Rni:jnhmun umum, m

hatan inl didaserkan
mencantumkan cita
erupakan tujuan nasianal
nap bangsa [ndonesia dan
Indgnesis dan  wntuk memejukan
kehidupan bangss. Salah sat.
san umum adalah Pembangunan
untuk meningkatkun kesadaran,

kan
kn nidup schal bagl scliap orang agar

m:-:ud tann masynrskat yang setinggi-tungginys,

h& bq,u pembangunen sumber days manusia yang

wr merupskan hak asasi manusie, artinys, selap

% empunysl hak yang sams dalam memperoleh nkses
>

Eﬂehi tan

smnan keschstsn Fualites pelayanan keschatan yang sman,
utu, den lerjengkau jugs merupakan hak secluruh musymnracat
Inetunesia. Uengun berkembangnys iimu pengetuhuan dun teknolog,
disam rungks melakuran upsys kesehutan tersebut perlu didukung
denghn sumnber days susehawan, khususnys Tenagh Keschuaton yang
semudui, by deri osegy  Ruslites,  kuantiles,  meuUpLn

e i rar e
(WIETRY

, Tahas
ke P anshangan fontang Sumber Do Magssis Kenefil s
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_zava semerunan kebutuhan Tenaga Kesehotan sampa siaal
- melum memadan. baik dan seg Jenis, kunlifikasi, jumlah,
—aupus cerdavagunaannya. Tantangan pengembangan Tenoga
“ssematar vang dihadapl dewasa ini dan di masa depan adalah:

ser.gem-asgan dan pemberdayaan Tcnaga Kesehutan belum

=apa: memenuhn  kebutuhan Tenaga Kese untuk
pembangunan kesehatan;

i  regulas; untuk mendukung upaya pe naga
K=szaaian masih terbatas;

i perencanaan kebijakan den program Te masih
emah;

4 gekurangserasian antara kebu pengadaan berbagai

5  pendsyagunasn  Tenaga \ Kese , pemerataan dan

pemaniastan Tenaga berkualitan masih kurang;

7  pengembangan pola pengembangan karir,
sistem sanksl belum dilaksanakan sesuai
dengan

8. pengem i yang berkelanjutan masih terbatas;

pengawasan mutu Tenaga Keschatsn belum
schagnimana yang diharapkan;

days pendulkung pengembangan dan pemberdayasn

hatan masth terbatas;

Q 1 informasi Tenaga Keschatan belum sepenuhnyn dapat

ryedinkur data dan informmasi yang akurat, terpercaya, dan
tepal wakty; dan
'2  dukungar sumber daya pembisysan dan sumber duaya lain
belum cukup

Saintn menghadap tantangan tersebul, diperiukon adanya
penguatan  regulesl  untuk  mendukung - pengembangan dan

pemberdnyuin Tenugn Kesehatan ekl percepatan
pelaknanannnys,  poainghatan  Kerjp sama [imins  wectar,  dan
peninpkatan peongelalannnya secara berjenjong Gb pusal dan daenil

Perencniuan

Futtgctilan Prsaburon Provuanaliih dhangyian Tonilong Simisbier Dy Mamiasia Kedishalan - Tahap 3 ‘ 55
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Perencanann kebutuhen Tenaga Keschaten secsrn nasfopy)
disesunikan dengan kebutuhan berdasarkan musalah kesehatan,
hebutuhan pengembangan program pembangunan Kesehatan, serey
ketersedinnn Tenagn Kesehatan tersebul  Pengadaan
Keschatan scaual dengan peroncanaan kebutuhan diselengguraian
melalui pendidikan don pelatthan, balk oleh Pemerin erintih
Dasrah, maupun masysrakatl, termasuk swasta.

Pendayagunsan Tenags Keschatan
Tenaga Keschatan yang merata dan
Tenagn Kesehatan, dan pengembangan T . lermasuk
peningkatan karier.

Pembinann dan pengawase ' pTenagn  Kesehatan
terutama  ditujulkan  unmk kualitas Tenaga
Keschatan sesuai dengan yang diharapkan dalam
kesehatan bagi seluruh
dan pengawasan mutu Tenaga
Kesehatan dil peningkatan komitmen dan koordinasi

dalam pengembangan Tenaga
ang antara lain meliputi sertiflicasi melalul
trasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga

n sumber daya dalam mendukung pengembangan
dan rdayann Tensga Kesehatan dilskukan melalus
kapasitas Tenaga HKeschatan, pengumian sisiem
gsl Tenags Keschatman, serta peninglatan pembiayaan dan

litas pendulung lainnya.

Dalam mngka memberikan pelindungan  hukum  dan
kepastian hukum kepada Tenaga Hesehatan, baik yang melakukan
pelayanan langsung kepada masyaraka! maupun yang tidak
lungsung, dan kepada masyarakat penerima pelaysnan itu sendin,
diperiukan adanya landasan hulum yang kuat yang sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
sertn sosinl ckonomi dan budaya.

I PASAL . - -

. . Tatap 1
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II. PASAL DEMI PABAL

Pasal 1
Culkup jelas.
Pasal 2
Hurula
Yang dimaksud dengan “asas
bahwa pengaturan Tenags Ke dilandasi
atas perikemanusisan yang kan Ketuhanan
Yang Maha Esa dengan tidnlk sulu, bangsa,

Yang dimaksud de *asas manfaat®
p-:ngl.mrln Keschatan harus mr.mb:rﬂr,an
r-besarnys bagi kemanausiaan dan
upan yang sehat bugl selisp orang.

% ud dengan "ssas pemerataan® adalah bahwa
&h Tenaga Hesehatan dimaksudkan untuk
pelayanan keschatan yang dapat difjangkau
seluruh lapisan masyarakat untuk mencapal derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-ungginya.
Hurul d

Yung dimaksud dengan “asas etikn dan profesionalitas”
sdalah bahws pengaturan tenogs kesehatan harus
dupat mencapai don meningkatkan profesionalisme
Tenagas Keschatan dalam menjalankan praktlk serta
memiliki etika profesl dan sikap profesional.

agama, status sosial, dan 5 tidak membednkan
perinkuan terhadap aki-lakd.
Hurul' b %

Huruile . . .

Kirmpatan Poeratursn Permadang-andonigan fontang Suosbior Daya Manisa Kosoehatan - Tahap i ‘ 57
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Hural e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap
hak dan kewajiban® adalah bahwe pengaturan Tenags
Kesehatan harus bertujuan untuk menghormati hak dan

kewmjiban masyarakat scbagali ben Kesamaar
kedudukan huloam,

Hurul [
Yang dimaksud dengan “msas 3 bahwa

pengaturan Tenaga t memberikan
pelayanan yang adil dan semua lapisan
masayarakat dengan pe terjangkau
Hurufl g

Yang dimaksud pengabdian® adalah babwa
pengaturan Ten Keschatan disrahkan agar Tenaga
Keachatan tamakan kepentingan pembenan
pela tan kepada masyarakat daripada

memperhatikan dan  menghormati  serta tidak
\ membedakan agama yang dianut masyarakat.

Hurwul |

ke
Hu
Y aksud dengan “"asas nporma sgama® adalah
& pengaturan  Tenmga  Keschatan  harus

Yang dimaksud dengan “asas pelindungan” adalah bahwa
penguturan  Tenagn Kesehatun harus  memberikan
pelindungan  yang scbesar-besarnyu  bags  lenags
brsehintnn dian sy arokoal

Fasnl 1

[ 166 LA b ]l'thHl'l-

Pasal 4

20 ﬁ.-é Miimmigwabain Daseilurmn Posasidang wndwtigac Bty Sambse [y Aaoiai Kosaniatan - Talae -
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Panal 4
Cukup jelan,
Pasal §
Culup jelun.
Puaal & 6
Cubtup |elnn.
Pasal 7
Culsup jelus. %
Fasal 8 ; ‘%
Hurul a
Cukup jelaa.
Hurul b
Yang *Anisten Tenags Kesohatan®
ang memillkd  kualifikes i bawah
o g keschatan dan bekerja di bidang

Panal 11
Ayat (1]
Hurul a
Cukup jelas.

Hurulb . _,

Kumpulan Paraturan Parundang-undangan tentang Sumbaer Daya Mantrsia Kesahatan - Tahap i -ﬂ
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Hurul b

Culkup jelas.
Hurul ¢

Culcup jelas,
Hurual d

Culoup jelas,
Hurul e

Cukup jelan. @

Hurul {
Culcup jelas. ‘ ?

Hurul g

Cultup jelas.
Hurul h

jelas.
>
\ Cukup jelas,
Huruf k
Cubkoup jelas.

Hurufl

Tenagn keschatan tradisional yang termasuk ke
dalam Tenaga Keschatan adalah yang telab memiliki
body of knowledge, pendidilan formal yany seiarm
minimum Diploma Tiga dan bekerja di bidang
keschatan tradisional.

Hurulm . .

|
---.#mhﬁmﬁmﬂmmwmmmmﬁ S



Huruf m
Culup jelas,
Avat (2]
Cukup jelas,
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4]

Jenis perawat antara lain perawa .
perawat kesehatan anak, perawat . perawat
medikal bedah, perawat ge wat keschatan
Hwa,

Ayat (5)

Cukup jclas.
Ayat (6]
Tenogn %’mhﬂ meliputi sarjana farmas, ahli
mad f, analis farmasi|, '
Ayat 7]
A0

L [9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cubup jelas.
Ayar [11)
. Cukup jelas,

\)

Ayal [12) . . .

Fumpulisn Porsluran Py urdissgan heilasg Sunber Daga Marniss Kesatuban - Tabap | ‘:51
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Ayat (13
Cukup jelas,
Ayar [13)
Culeup jelas.
Ayat [14]
Cubup jelas,
Pasal [2
Culcup Jelas.
Pasal 13
TR
Pasal 14 %
Ayat (1)
Ayat
dengan “disusun secarn  berjenjang’
perencanaan  yang dimulal dard Fasiliias
& Kesehatan, Pemerintah daeral:
kabupaten/kota, Pemerintah dasrah provinal, sampai
dengan Pemerintah secara nasional.
Ayat (3)

Pemetaan Tenaga Keschatan ditufukan untuk memenuh
kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan dengan
cara pendataan, pengkajian, atau cara lain,

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16 ..

"
62 Luran Peniniang-undangan lenfang Sumber Days Manusis Kesehdiar” P
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Pamal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas,

- g
Ayat (1) :

lzin meliputi izin pembentukan insti baru,
penambahan jurusan, dan p

Ayat (2)
Cuakup jelas,
Ayat (3]

‘t‘ln[ d “pembinaan  teknis® adalak
fesien untulk mm:.npd standar
pn:ll'ui Hompetenai
kuri sen pendidikan.
Ayat (4

ang akyud dengan “pembinann akademik™ antars
pa pemberian izin penyelenggarsan, kurikulum,
penjaminan mutu internal, dan akreditasi,
J

Keordinasi dalam penyusunan kurikulum pendidikan
Tenagn Kesehaten dimaksudkoan agar Tenagn Kesehatan
dapil menjalankan kewenangannya sesunl dengan llmu
pengetahuan dan teknologl yang dibutuhkan.

Ayat (6)
Culup jelas.

Fusal 19, . .

Humpuan Pataturan Parundang-tndangan fentang Sumbar Daya Martusia Kesshatan - Tahap I t B3
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Panal |4

Coukeap irlan

Pasal 20

Cukuy jelas

Pasal 21

Cukip (elan,

Pusal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayni [2) E
Cukoup jelan
Ayat |3)

Aspek merupakan upays distribusi Tenags
sosunl dengun  kebutuhan  melalu proses
lekm, dan penempatan

munfoaten merupakan proses pemberduyaarn
Kenchatan  sesuni  dengan  kompetens:  can
TUREY LRy I

\ Anpek pengembangan merupakan prases pengetnbangan

Tenuge Kesebatan yang bernifal multidimiplin dian lintas
sedlun merte lintas  program untuk  merstakan  dan
Meningantier Kuslitas Tenagn Kesehatan

Fami] 279
Ayur [

Penempatar Tenags  Keschatan  dimaksudkan  wntuk

metlaviegunakan Teowgs Kesehatan padia daerah vang

Aibsitibiban,  teruteme  duerab terpencil,  lertimggae’
pertatusan  dwn kephilauan, serts daerals bermasalan
B i L

Aval |2

G4 J Fisttigiarlass Puasmlaarmts Pwcoitebacny eckaengons tonfiurg St Dy Aar e sl

g !
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Ayat (2|
Hurufa
Culup |elan.

Hurul b
Cukup jelas. 6
Huruf e
khusus tenags keschatan ko
tertentu guna meningkath ses  dart  mmuatu

pelayanan keschatan
keschatan pada o
kepulauan, dae
rumah saldit kelas
yang
pelayanan kesshatan lain oleh
Ayat (3)
u
\ p jelas
Cukup jelan
L8]
Culoup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelns.

.ﬂ]‘ll[ﬂ]...l

Kurmpulan Parsturan Perundang-undangan tentang Sumber Day Manusia Kesehatan - Tahap i ‘55
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Ayat [2)
Selekni sebagaimana dimaksud pade ayat ini dilajeyjn
dengan memperhatikan berbagai faktor sehinggn Tenag
Keschatan tersebut dapat memberiknn manfant kepada
masyanrakat dan dapat berkembang sesuai
kemajuan [lmu pengetahuan dan teknolo aktorfalktor

tersebut antara lmin:
a. kondisi geografis, meliputi , sangat
terpencil, daerah tertinggal inati, scrta

perbatasan dan kepulauan;
b. muosalah keschatan/pola
SATANA, PrASArAna, ktur yang tersedia;

d. rasio Tenagn Keschata n luas wilayah;
. dagrah rawan bencana;
indeks ban n keschatan masyarakat dacrah;
: dan
. di daerah penempatan.
Pasal 25
<
]
p jelas.
T

Aval (1]

2

Fm o~ on

i,

Ayat (2)

. 1= Tahae
66 j Kumpulan Poratura Parundang-uridangan lentang Sumber Days Manusia K n
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Ayt (2)

Yang dimaksud dengan “pelindungan dalam pelaksanaan
tugas® adalah pelindungan terhadap tenaga kesehatan
berupa keamanan, keselamatan, dan keschatan kerja
Mmﬂlﬂﬂﬂmhnlw

Ayat (3] %
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pagal 28
Cukup jelas.
Pansal 29
Culcup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Pemerintah Daerah, dan SNidatn
gem dan menerapkan pols karier Tenaga
yang dilakukan secara transparan dan
A\
Cukup jelas.
(3
Cukcup jelan.
Pasal 3]
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . ..

Fumpedan Paraturan Perundang-undangan tenfang Sumber Days Manusia Kesehatan - Tahap 1 m
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Ayat (2)
Dalam suatu pelatihan terdapat komponen

pelatih, peserta, dan penyelenggara yang masing-masing
harus memenuhi standar tertentu.

Ayat (3)
Culkup jelas. %

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

€ iup jelas, v
Pasal 34 %

l‘-‘-‘uhnpi
nml JE

‘m [
Q Funp pengaruran merupakan pengaturan dalam bideng

Culmp jelus.
Pasal 38
Cukup jelas.
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Pasal 39

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelan.
Aysat (2)
Hurif a
Culcup jelas,
Hurul b .
Culbcup jelas.
Huruf c

Cukup
Huruf d

&

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah setiap
orang yang mempunyal reputasl dan kepedulian
terhadap kesehatan,

1
Cukup jelan.
Pasal 42
Cubcup jelas.

Pasal 43 |

Kumpelun Paraturan Parundang-undangan tentang Sumber Dnya Manusia Kesshatan - Tahap If ‘ ﬂﬂl
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Pasal 43
Cukup |elas.

Paszal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Culcup jelas.

Pasal 46 @
Culcup jelas. %
Pasal 47 :?~

Cukup jelas,
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal
Pasal

e

Paszal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cubkup jelas.

Pasal 54 . .

'Tﬂ_ mmwmmmmm“'w"
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Pasal 54
Ayar (1)
Cukup jelas.
Ayat (I

Culcup jelas,
Ayat (3]

Cukup jelas.
Ayat (4]

Culup jelas.
Ayat (5]

Yang dimaksud dengan PETAlUTAR porundang-
undangan® antars Zeientuan peratursn
perundang- bidang ketenagskerizan dan

lecitnigrasian
Pasal 55
mm@
A
c«
Jelas.

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Kumpiian Peraturan Parundang-undangan lontang Sumber Daya Manuza Kesshatan - Tahag 1/ -__71
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Pasal 60
Culoup jelan.

Pasal 61
Praktik Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan kescpakatan
berdasarkan hubungan kepercayaan antara Ten schatan

Yang dengan “kewenangan berdasarkan

N h kewenangan untuk melakukan
sccara mandir sesuai dengan

tingkat kompelenainya, antara lain:

asuhan  keperawatan  secars  mandii  dan

kamprehensil serta tindakan kolaborasi keperawatan

Q dengan Tenaga Kesshatan lain sesual dengan
kualifilasinys; atau

c. bidan memililki kewenangan untuk  melakukan

pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak,

dan pelayanan keschatan reproduksi perempuan dan
kelunrga berencana.

i memiliki kewepangan uniuk melaloukan
kerjman kefsrmasian;
\ b, perawat memilii kewenangan untuk melakukan

Ayat(2). ..

72_ ' Kumpuinn Permturan Perndang-undangan fanfang Sumber Dayn Mameia Kesehatan - Tahap
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Ayut (2)
Cukup jelan.

Aynt (3]
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Yang dimakmid dengan "keadaan bl suatu
kondisi tidak adanya Tenaga Ke memiliki
kewenangan untuk mel n pelayanan
kesehatun yang dibutuhkean dimungkinkan
untuk dirgjul.
Tenaga Keschatan berikan pelayanan di

Ayat [1)
Yang dimaksud dengan Tenags Heschatan dalam
ketentuan ini, antam lain adalah perawar, bidan, penatn
anestcal, ienagn keterapian [eik, dan ketekninian medis.

Ayat (2) . . .

Kumjusdan Perafuran Parumdang-undangan lantang Sumber Dejpa Manusia Kasshatan - Tahap If -E?E
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Aynt (3)

Cukup jelas,
Ayat (4)

Culcup jelns.

. \g/%

Pasal 67

Culcup jelas. ‘;?‘»
Pasal 68 <‘£E=‘

Ayat (1]

atau berada di bawah pengampusn

( . persetujuan atau penolakan tindakan

keschaten dapat diberikan oleh keluarga

t, antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung

anak kandung, atau saudarm kandung yang telah
dewasn.

Dalam kendaan gawat darurat, untuk menyelamatkan
nyawa Penerima Pelayanan Kesehatan, tidak diperiukan
persetujuan. Nemun, setelah Penerima Pelayanan
Keschatan sadar atsu dalam kondisi yang sudah
memungkinkan segera diberi penjelasan,

Dalam hal Penerimas Pelayanan Keschatan Iﬂllﬂhh:r':::
anal 217y orang yang tidak sadar, penjelasan di
e veluarganya atau yang mengantar.

Apabila . -

_runap ¥
o, latan
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Apabila tidak ads yang mengantar dan tidak adan
keluarganya, sedangkan tindakan pelayanan keschatan
harus diberikan, penjelasan diberikan kepada anak yang
bersangkutan atsu pada Kesempatan pertama  saot
Penerima Pelayanan Keschatan telah sadar.

Ayat (3
Culcup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat [4)

Cukup jelas,

Ayat (5] E
Cukup jelan.

Ayat (6]
Cukup

Pasal

ey N
{&

Yang dimaksud dengan "program Pemerintah® adalah
program  yang merupaksn  Keharusan  untuk
dilaksanakan, antara lain imunisasi dan upaya lain
dalam rongka pengendalian penyakit menular, serta
penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar
biasa serta kegintan surveiluns,

Ayat (3]
Cukup jelan,

Masml 70 . . .

Kumputan Pesaturan Purindang-undungan lontang Sumber Dayn Manasio Kesehatan < Tahag i ‘Tﬁ



*

EESRIDEN
nurﬂil_mqmnnnllm

-
whoE o

Pakal T
Cubup jelnn

Pasal 71
Cukup jelas.

Pesal 72

.
e &
s ?\b

Cukup jelas,

Pasal 75
Cukup lelas,

Passl 76

Cukup
P“.&
ukup jelas.

i T4
Culeup jelns,

Fasal B0
Cukup jelun.

Pasal 81

76 _. Wantgoadins Posrastanins Ptsineharng-idangan e Surmbist Dya Mirisis Kesshatan - 71001
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Pasal 81
Cubeup jelan.

Pasal 82

- ©
< &
Pasal B4 %
Culup jelas.
Pasal 85 ;

Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelus.

Paasial 301
Culkup jelan.

Pana) )
Cukiup jelas.

Vansl 93 |

¥
At Pacaburan Pandaig adingisn lonbung Sumber Daye Marusks Kesehalan - Tahag I ‘1
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Pasal 92

Culup jelas.
Pasal 93

Culcup jelas.
Pasal 94

Culcup jelas.

- &

Culup jelas.

P 6 ?\
Cukup jelas.

TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5607

065

- i
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017
| Tentang Waijib Kerja Dokter Spesialis



REPUBLIK INDONESIA

To13, 2017 KESRA. Dokter Speslalis. Wajib Kerja.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONEBIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALLS

DERGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

PRESIDEN REFUBLIK 1IN

Menimbang : o b hwa dalam akses dan pemenuhan

terhadap pelayanan kesehatan
upayn pemerataan dolter
Republik Indonesiz,

pemerataan dokter spealalls dilakukan
ib kerja dolkter spesialis scbagai bentuk

kepads negara guna meningkatioan mutu
pelayanan kesehatan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbaganimana
dimulonud dalam huruf & dan huraf b, perfu menetaplon
Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Doliler Spesialis;

|Cnginget 0 1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republil
Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nemor 4431);

Undurg-Undung Nomor 44 Tahun 2009 temtang Rumah

Baklt (Lembinran Regnm Republik Indonesin Tahuan 2000

&,

H
_]:Iu‘..l
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Nomor 153, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggt (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nemor 158, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomar 5336);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidilan Kedokteran (Lembsran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tamb Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tah i tang

Pemerintahan Daeerah  (Lem Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor Lembaran
Negara Republik Indoncain 7) nebagaimana

telah beberapa kall div 3 r d gaa Undang-
Undang Nomor 9 T 2 Perubahan Kedua
atan Undang-U 23 Tahun 2014 tentang

mbarnn Negara Republik
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
nesin Nomor 5679);

an Nomor 5607);
MEMUTUSKAN:
Me TURAN PRESIDEN TENTANG WAJIB KERJA DOKTER
SPESIALIS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pnsal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Kerja Dolkter Spesialie adalah penempatan dolkter
spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

80 " mmmﬂnmmmsmmnmuﬁw-wﬂ
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2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan keschatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secura paripurna yang menyediakan pelaynnan mawat
inap, rawat jalun, dan gawat danurat.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kKekuasaan pemerintaban negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Waldl Presiden dan
menteri scbagrimana dimaksud dalam Undang-Undang
Danar Negara Republik Indonesin Tahun 19

4, Pemerintah Daerah adalah kepala unaur

Pasal 2
31] tapkan  kebijpkan  dan  menyusun
kebutuhan dan distribusi dokter spesialis
nasjonal,
neanasn  sehagnimana  dimakswed pads ayst (1)

\ merupakan baglan dari perencanaan kebutuhan lenaga
keachatan secara nasional,

(3) Perencanaann sebagaimana dimaksud padn ayat (1)
disusun secara berjenjang mulal dari Rumah Sakit,
Pemerintah Dacrah kabupaten /kota, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediann
dan kebutuhan dolier spesialis.

[4) Ketersedinan dan  kebutuhan  dokter  spesinlis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakikan melalul
pemelaan dolter spesinlin.

(5] Pemetoan dokter spesialin sebagnimonn dimoksud padn
wyut (4] menghasilkan data kebutuhan dokter spesialis

bordasarkan jumlah, jemis dan distribuai,
Kirmpialan Peralurin Perundang-undangan terbatig Stmber Duye Manusin Kesshatan - Tahap /| ‘ 81
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6] Perencanaan sebagaimana dimakeud pada ayat {1) harus
memperhatikan:
a jenis, losalifikasi, jumiah, pengadaan, dan distribuai
tenaga keschatan;
b. penyelengparann upayn keschatan;
c. ketersedinan Rumah Sakit;
d.  kemampuan pembiayaan;
e. kondisi prografis dan sosial budayn; dan
{ kebutuhan moasyaralat.

{1} Bupati/Walilkotn mengajukan doleter
spesialin  kepada Gubernur hatan

provinsi berdasarkan

kesehatan kabupaten/lotn

(2] Gubernur &= padn  myat (1)
mengajukan dokicr spesinlis i
wilayahnya teri berdasarkan perencannan

kebutuhan kesehatan provinal.
3] Men alokas| penempatan dokter spesialis
verifilkmsi terhadap usdlan kebutuhan

dimaksud pada ayat (2|

Pmnral 4

rur  dan/atau  Bupati/Walikota yang mengusullean

dokter spesialis sebagnimana dimaksod dalam

Pasal 3 bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarsns,

dan peralatan spesialistik df Rumah Sakit yang akan

digunakan dalum rangia mendulung pemberian pelayanan
keachatan spesialistik,

BARB (1l
FENGADAAN

Posul 5
(1] Pengadaan dokter spesialin dilaloanaken seaunl dengan
perencanean dan peadayngunonn dokiter spesinlis.,

B2 _; Kumpinan Peraturan Perundang-wrdengan ferdang Surnber Daya Manusia Kesehakan - Tahap I
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(2) Pengndoan dokter spesialia dilakulkan melaiui pendidikan
profesi program dokter apesialia,

Pasal 6
Pemerintah Pusat menyelenggarakan pendidikan profesi

program dolkcter spesinlin sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1} Setisp dokter =spesialis lulusan pend sl
program dokter spesinlis dan i

dalam negeri dan perguruan tin wijib
mengiluti Wajib Kerja Dokter

(2] Dalam rangka Wajib Kerja Do a sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), stitusi pendidikan yvang
menyelenggarakan p profesi program dokter
apeainlis be
A m lswn program dokter spesialis

mienjacli peserta Wajib Kerja Dokter

koordinasi dengan kolegium dan
profesi mengenal jumlah lulusan dokter
inlis; dan

nyampailan laporan kepada Menterl dan menterd

\ yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di

bidang pendidikan tinggi terkait jumiah lulusan
dokter spesialis, beserta sumber pendanannnya.

{3) Mahasiswn program dokter spesinlis  sebagaimana
dimaknud padia ayat [2) buruf a terdirl atos:

. mahasiswia mandirl; dan
b, mohasiswa penerima beasiswn don/aing progrom
bantuan biaya pendidiknn.

(1) Mahariswns mandicl sebagabmonn dimabkaud padia ayat (3)
hirul o merupakon mohosisws prograon doliter spesialis,
prosiliy prerpueusn Bl negert 3l dolom negen, yang tdale
menlnpat  bepsiswn ian oo progron. bantuan biaya
penilidikon  darl Pomorigiale Pusal atog Pemerintah

Kumpulan Pormtuean Potundang-todangan tontang Simbser Daya Manusio Kesohatan - Tahap | ‘ 83
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Daerah.

(5] Mahasiswa penerima beasiswa  danfateg program
bantuan blaya pendidikan sehagaimans dimajos;d pada
ayat (3] hurul b merupakan mahasiown program daleter
spesinlis, poda perguruan tinggi negeri di dalam negrr
maupun pefguruan tinggl di luar negeri, yang mendapat
beasiswa danfatau program bantuan bisya pendidiian
baile dari Pemerininh Pusat atau Pemerintah Darrah,

Pasal 8

(1] Setinp mahasiswa program

membual surat pernyatasn akan
Dokter Spesialia.

(3] Surat pernyatasn sehagai
dibuat pada wwal

YAGUNAAN

Pasal 9
{1 dokter spesinlis  dilakukan oleh
' Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
po undangan.
sehagaimana dimaksud padn ayat (1)
\ terdiri atas pendayagunaan dokter spesialis lulusan
dalam negeri dan huar negeri,
(3} Pendayagunaan dokter wpesialis sebagaimans dimaiosud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatilan aspek
pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.

Pasal 10
Dalam ranghn pendayagunaun dokter spesialis, Pemerintah
Pusat melakulan penempatan dolter spesialis sebagal salah
sty upays pemerataan pelayanan keschntan dan pemenuban
kebutubun pelayannn kesehatan kepada manyarakal.

84 _, Memmputan Periharan Perundang-imdingan lenfong Sumber Daya Mariusis Xssehafan - Taha:
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Faimal 11
11 Menlenn menempatkan  dokter  spesialia  berdasarlean
alokam penempatan sebagaimana dimakaud dalom Pasal
3 mval ().
A Dalam hal di suatu daerah masih terdapat kebutuhan
seteloh  dilabukannya  penempatan sebagaimann
dimaksud pada avat (1), Menteri dapnt menempatkan

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis di daerah tersebut
setelah dilakuksn verifilansi.

Pasal 12
1] Peserta Wajib Eerja Doicter Spesialis -
a, peserta Wajlb Kerja Doliter 8 ; dan
b. peserta Wajlb Kerja 5 penerima

beasiswa dan/atay bantuan binva

12 Spestalis mandin
ayal [1) hurul a merupakon

vang telah lulus program dokter

() a Dokter Spesialin penerima beasiswa

pendidikan
dimakesud pada ayat (1) huraf b merupakan
swa penerima beasiswa dan/atau  program

tuan bisya pendidikan yang telah |lulus program
doktier spesialis,

Pasal 13
(11 Presertn Wagib Kerja Doliter Spesialis ditempathoan pada:
o, Hwmah Sakit deerah terpencil, perbatasan, dan
b pulunan;
b Rumuh Sakil rujubian regional; atan
¢ Humih Sakht rujukan provs,
o e ol sl wiloyah Indonesin
4 Humnal Soki seliggaimns ksl ol vt (1)

i gl Pemerintol Posal ofg Pemeniniah
Lt s,

Fiumiigan
Fretatiatin P anidiangg-imsthanggn doridianig Suaniabeind Ddgan Mlarsinss Kasahiaton » Takuap iﬂﬁ



2017, No.13 3

|3 Delam hal kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sais
sebagaimana dimalosud plﬂlm.tllltﬂ.hw
peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis dapat ditempatican
pada Rumah Saldt milik Pemerintah Pusat atay Rumak
Sakit milik Pemerintah Daerah lainnya  sesug
perencanaan kebutuhan,

(4} Untuk tahap awal, penempatan peserta Wajib Kerja
Dolter Spesialis diprioritaskan bagi lulusan pmdld[h:m
profesi program dokter spesialis obstetr

tinggi . yang menerima beasisws dan/atau
pendidikan bailk dari Pemerintah
intah Dacmmh, ditempatian sesuai

tuhan setelah evaluasi kompetensi.

2) kompetensi scbagaimana dimaksud pads ayat
(1] dilaksannkan sesusi dengan ketenfuan peraturan
\ g i

Pazal 15

(1] Peserta Wajib Kerja Doliter Spesialis penerima beasiswa
dan/atay  program bantuan bisys pendidikan dan
Menteri atas usulan  Pemerintah  Dacrah  provine,
Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota, atauy instansl
pemerintah lain, walib ditempatioan di Rumah Sakit rnilik
unit kerjn pengusul.

(2] Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa
danfatau program bantuan biays pendidikan dani
Pemeriniah Pusat, ditempathkan oleh Menteri.

Eﬂ. mmmmmmﬂmw.mﬂ
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{3) Dalam hol beasiswa dan/atoo program bantuan biaya
pendidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi
atau Pemerintah Daerah kabupaten /kota, peserta Wajib
Kerja Dokter Spesialis ditempatkan di Rumah Sakdt milik
Pemerintal Dasrah provinel atau Pemerintah Daerah
kabupatien/kola pemberi bessiswa dan/atau program
bantuan biaya pendidikan,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai  penempatan
schagaimany dimaksud pada ayat (1] den aya diatur

dalam Peraturan Menterl
Pasal 16

(1] Jangka waktu pelaksanasn W D Spewialis
bagi peserta Wajib Kerja Dakter mandiri paling
pinghat sclama 1 (satu)

12} Jangka waktu ib Kerja Dokter Spesialis
bagi peserts Waji r Spesinlis penerima
beasiswn dan pantuan biays pendidikan

dengan lkotentuan — peraturan
B gan.
Pasal 17
teri tur pergantian peserta Wajib Kerja Doleer

secarm tertib dan tepat woktu untuk menjaga
pemberian pelayanan keschatan sebelum

intah Daersh provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
kabupaten/kota mampu mengadakan dokter spesialin secarn
mandiri.

Pasal 18
Masa penempatan dalam rangka Wajib Kerjn Dokter Spesialis
diperhitungkan sebagal masa kerje

Pasal 19
Dalam rangka Wnjib Kerja Dolter Spesinlis, setinp peserta
Wajib Kerjo Doler Spesialin wajil;

' "P““""Wmmnmsmmumﬂm“un-wﬂ - 87
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a.  meloksanakan Wajib Kerja Dokiter Speuialis Beatsy|
dengan jangka walktu yang telah ditetapkan; dan

b,  menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan Stiray
Tanda Registrasi dokter spesialis kepada Mentag

Pasal 20
[1] Selain kewnjiban sebagaimana dimaksud dalam Pazal 19,
peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis berhal:

E.

dan/atay  program  bantusn  hiaya
demmtninhhmFmgdhnm.pnm
enteri.

(3] hal peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima
beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan
\ublguhnm.dhnlhudpldnlmmmﬁ
ditempatkan oleh Menteri di Rumah Salkit milike instansi
pemenntah pengusul, diberikan tunjangan oleh instansi

pemerintah pengusul,

(4) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis program penerima
heaniswa dan/atay program bantuan biaya pendidikan
darf Pemerintah Daerah provinai atau Pemerintah Daerah
kabupatenfkota yang ditempatiean di Rumal Salit milik
Pemerintuh Doersh provinst atau Pemerintah Daerah
kabvpsten/ kot pemberi bensiswi danfotau  program

bunitiar binya  pendidilan, diberikiun  tunjangan oleh
Pemerintah Ducrah,

i
EE_’ Hmmhwwmwm lontang Sumber Days Manusis Kesehatan - TR
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19 Bagi peserta Wanh Kergn Dokiter Spesinlin penorma
beaninwn dan/ninu program bantusn binya  pendidikan
dengan status Pegiwnl Negerl Sipll, selain mempernleh
hak sebagaimana dimaksud poada ayat (1), jugs berhok
mendapatkan gaji sesunl dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6] Bagi pesertn Wajib Kerja Dokter Spesialis mandin, selain
mendapatkan halk sebagaimana dimalesud pada avat (1),

dapat menerima insentif dari Pemerintah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan ]
Daerah.

(7] Hetentuan lebih lanjut mengenad TR AT
ditetapkan oleh Menteri setelah T
dari menteri yang Urusan
pemerintahan di bidang

(1) Dalam hal

ubernur, dan/atau Bupat]/Walikota
sanksl administratil sesuai tugas dan
8 MAasing-masing.
mistratil schagaimana dimaksud pada ayat

igpat berupa:

. leguran lisan;

\ b. teguran tertulis; dan/atau
e.  pencabutan Surat lun Prodetil,

(3} Ketentunn lebih  lanjut mengenal  pengenaan  sankai
pclmintstrati! distur dengan Peraturan Mentert

Pasal 22
Menten, Gubernur, don Bupatl/Walikotn  berkoonlinasi
mengenal peloksaninn Wajib Ketjo Dolder Spealalin.

Primnl 23
L) Bl pongdon wieniponin eleltiton don elisiens)
penyelenpgnrnnn Wil Redja Dokter Spesialis,  dapat

Fumpadan Furaturin Pasundang-undongon botatg St Doy Mosmisi Kesahatan - Tatag if E B9
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dibentulk kamite.

(2) Komite sebagaimana dimalaud pada ayat (1) berygy
adhoc dan bertanggung jawab kepads Menter

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal tugas, fungsi, dan

wewenang komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenni pelaksan verifikasi,
penempatan  peserta Wajlb Kerja Dokter( Spesialis, dap
pergantian peserta Wajlb Kerja Dokter dengan
Peraturan Menteri.

BAB
MONITORING, EVALUASI, [ « DAN PENGAWASAN

(1) Menteri, kepala schatan provinsi, dan kepals
fkata melakukan monitoring,
an, dan pengawasan  terhadap

iri, kepala dinas keschatan provinsi, dan kepala
dinan kenehatan kabupaten [ kota dapat
\ mengikutsertakan Konsil Kedokteran, organisasi profesi,

Pasal 26
(1) Monitoring dan evalussi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) bertujuan:
a.  memantau pelaksanaan  Wajib  Kerja  Dolier
Speninlin;
b. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait
Wajib Kerja Dokter Spesinlis; dan
¢. memberikan umpan  balik kepada inatitus
pendidikan dan koleglum.

. ]
a0 ? Kumputan Poraturon Porundang-undangan fentang Sumbor Daya Mariisia Kesshalan - Tahap
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[2) Pembinaan dan pongawansan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) diarahkan untulc
B, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang
dilaltkan oleh dolter spesialis; dan
b, melindungl pasien dan masyarakat atas tindakan
ynng dilaloukan dokter spesialis.

Pasal 27
(1] Bupati/walikota dan gubernur melaporkan
Wajib Kerja Dokter Spesinlis di wilayah ker
berjenjang kepada Menteri.
(2] Laporan sebagaimana dimaksud
scbagal bahan moenitoring
slr.lnh'llnuu Wajib Kerja Do SECATR

Wﬂj[’n Kerja Dokter Spesialis

bets Pendapatan dan Belanja Negara dan
tan dan Belanja Daerah.

BAB VIl

Q\ KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pada sant Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a.  sotiap mehasiswa program dokter spesialis yang sedang
dalam mosa pendidikan  sebelum  diundangkannya
Peraturan  Presiden ini wajib mengiluti Wajlb Kerja
Dalkter Spesialis dengan:
L. membuat surat pernystaan akan mengieuti Wajib

Kerjn Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dnlam
Pasal B ayat (1) pada akhir masa pendidikan;

Kumpulan Peraturan Peninding-uridarigan lentang Sumber Dayn Manusia Kasshatas - Tahap 1 t 91
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2. melaksanakan Wajlb Kerja Dokter Spesialin apmug
dengan janghka wakiu yang telah ditetaplan; dan

3, menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinag
Surat Tanda Registrasi dokter spenialis ke pada
Menten.

b, sctiap mahasiswa program dokter spesialia yang sedang
menunggy  kelulusan  sebelum diundangkannys
Peraturan Presiden ini wajib mengiouti Wajib Kerja
Dokier Spesialis dengnn:

1. membuat sural pernystsan akan
Kerjn Dokter Spesinlis schagai
Pasal 8 aynt (1) pada saat
profesi dokter spesialis;

c.  sctisp yang telah lulus program dokter
spe di luar negeri yang diakoul oleh
i publik Indonesia sebelum diundangkanmm
Pregiden ini dapat mengikoti Wajib Kerja
er Spesialis sécar sulkareln.

\ BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Preslden [nl mulai  berluku pada tangeal
diundanglan.

92 ) Kumpulan Peraioran Fururicang-undangan fantung Sumbar Dapa Manusia Kaseata - Tohee !
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Agar  sctisp  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden inl dengan penempatannya

dalam Lembarnn Negara Republik Indenesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDO '
fd.
JOK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
REPUBLIK INDONESIA,

Flmputun Pacatisan Pounding-Lndangean lantang Sumber Dayo Manusio Kescshatan < Tabap i w
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sgghatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
Program Bantuan Pendidikan
§ | Pendidikan Dokter Gigi Spesialis




KOMOR 44 TAHLUIN 2015

TENTANG

PROGRAM BANTUAN FERDIDIRAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDI
DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YARG MAHA @
MENTERI KESEHATAN REFUBLIK INDO

sratdran Mepteri Kesehatan Nomor 53
¥ tentang Program Bantuan Pendidilean

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimakoud dalam buruf a, huref b, dan hurf ¢, perlu
menstapkan kemball Peraturan Menteri Keschatan
tentmng Program Bantuan  Pendidikan Dalkter
Spesialis/ Pendidikan Dokter Gigl Spesialis;

Mengingar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistemnn  Pendidikan MNasional |Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namar 4301);

2. Undang-Undang . . .

Kinpuig,
Persturan Perudang.undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Tahap I W s



4. Undung-Undang Nomor 39 Tahun 30pe eftang
Prakitk Kedokternn ([Lembaran Negars -
Indonesia Tabun 004 Nomor 118, Tambahgy,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomqr 4431y,

3. Undsng-Undang Nomor 36 Tahup 2005 tentang
Keschatan (Lembaran Negars Republi;

Womor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah |Lembaran Negarn Republik
Tahun 2014 Nomor 254, Tambahan
Negera Republik Indonesis Nomar 5587);
ndang-Undang Nomor 36 Tehun 2014 tentang

\ Indonesia Tuhun 2014 Nomer 298, Tambahan

Lembaran Negam Republik Indanesia Nomor 5607),
Peraturan  Pemerintah Nomsr 18 Tabun 2005
tentang Standsr Nuxional Pendidifan (Lesbaran
Negara Republikc Indonesia Tahun 2005 Nomar 41,
Tambaban Lembaran Negara Hepublik Indonesis
Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintabh Nomor 56 Tahun 2012
'entang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor 48 Tahun 20405 tenteng
feopangkstan Tenaga  Honorer Menjadi Calon
"Thawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
wiesia Tahun 2005 Nomar 121, Tambahan
liaran Negars Republik Indonesia Nomar 5318);

11. Perniuran . -

n
Eﬁ. Wmﬁnm%mﬁmﬂw Hanonis Kesohn- P
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A [Moms Kesshinkon oly/Eoke melidniksn seeifimsd ierksil usalai
nn fesbopon doant rssah sakl yang selanjutiys dilenskan ke
ks kewehatan prosis,

4. DHoms Keschaten proviosl  oelakdken secifies owban den
Eralajuin firmah skt yany bernda di wilsyshms dan selanfutnya
dhormbag kopais Menien cq Kepals Badan,

5. umhmnpmmmmmlmlmq

el mahlin dan pessrta Wafib Kerjs Dokdier
Atlikan profssl progrie dokier spesialin

epaeltl dayy melalybon venfkss) dats dufler pama
wang ahan lilus don eedmlah eesusl  Eoleglisn
leepmla Memied g Kepnla Maden eslmit wsuian
Wajib Keris Dakter Spesialis sundin dagi peseria
ajit Werja Dokier Spesialis peoerina beasiswe  deng sl
program bantuan blays peodidilogs.
Konsil Eadokteran Indomseis memerbitiean Simt Tends Repstmsi
0. Calag peserta Wajih Kerja Dokier Spesinlis melakubon regstras|
ke dubuns  website  Wallh Kegn Dolter Spesialis  deagen
piclamplrloin serilfiiel prolesl program dokier speabilin, Sim
Tuhdn Rogistrainl, Nosior Polok Wallh Pajak, nemor rekening
liswtali, ddimen wcerot hetersngm schal

Kurmpulan Peraturan Perundang-undarigan lentang Sumber Daya Manusia Kesshatan - Tahap il mﬂ
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i1 HBadan wamng bertanggung jeeab i bidang peagembabgan dan
pembteriayaan sumber days manosis kesshatan bHersama dengn
Komite Penempaian Dokter Spesialis mclakukan spadinis werksi
usilan desrah. kebermdaan dolier spesialin dil orumsh sabkid
jrreed [hemi eelubiman serts dsulan culen peserta.

13. Anaiina dats menjsd masukzn dalam pensntuan peserta dan
lnkus pensmpatan berdasarkan regonslisasi dan bila  lokssl
penempatan 4l desmb reglonalises) sudah el mumks n
pesertn dapat dliempatknn di deemh lain sesunl eeb

13, Menier c.q Kepals Dadan menetaphan calon
Daokter Spesinlin yang islah lulus peninian dan
Eznchatan schagal poscris Wajib Kesja Dolcter

4. Pengumuman peserta besertn  lokus
metalul welrits Wik Ketja Dolkier Bpesislis.

18, Mesnteri e pelabat yang ditwenjuk Ecfriiiisng
penempatan bagl peserta Wajih ] '
ifi. Peseria Wajillh Kerjs Dokter mendapaikien sl
dapat  langsung
kepady dines keschstan
Hijiumn penem paine bernda.

1}“ Kumpulan Persturan Petundang-undangan lentang Sumber Daya Manusia Kosshata - Taiap !
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Hugan Ahur Mekaniome Ponempatan Wb Kerjs Dokicr Spesiatis:

. MEKANMME PEMBAYARAN AN PEBERTA WAJIR
HERIA DOKTER BPESIALIR
A Mekanizme pem bagi peserin ‘Wajlb  Kerje
Dodmer Wit Kerja Dokiter Spesial
pETETITR progrom bontusn Tdeys preosdidiien
okt ditempaiknn olely Merterl dblabobon
derigmiy berilrut

menorima berkas usulen pembayorn tunjaogen
ajlh Wezja Dokier Gpesbalis der dielkiue rasmb
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